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ABSTRAKSTI

Tesis dengan judul "

Kebijaksanaan penggunaan
tenaga kerja asing di perusahaan - perusahaan:di Kota-
madya Daerah Tingkat II Semarang dan Kotamadya Daerah
Tingkat 1II Salatiga ( suatu tinjauan kebijaksanaan pu-
blik ) " ini penulis susun dengan tujuan untuk mengetahui
dan mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan
penggunaan tenaga kerja asing serta untuk mengetahui dan
mempelajari implementasi kebijaksanaan Pemerintah vang
berkaitan dengan penggunaan Lenaga kerja asing di per-—
usahaan - perusahaan, khususnya di perusahaan - perusa-
- haan PMA/PMDN,

Berdasarkan Lujuan -  {Lujuan tersebut penulis
melakukan penelitian dengan menggunakan metode, yang
meliputi cara pendekatan, 1tipe penelitian, jeﬁis dan
sumber data, populasi dan teknik sampling, teknik pe -
ngumpulan data dan tLeknik analisis data. -

Untuk menyusun tulisan ini digunakan metode yu-
ridis sosiologis dengan melihat penetvapan peiaturan
penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan - perusahaan
PMA/PMDN vyang LerdapaL di Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dan XotLamadya Daeréh Tingkat II Salatiga, yang
datanya penulis peroleh secara langsung dari responden,
yaitu perusahaan - perusahaan PMA/PMDN, dan secaia iLidak
langsung dengan mempelajari buku - buku yang berhubungan
dengan materi Lesis. | _

Setelah data terkumpul, seluruhnya disusun secara
sislematis Remudian dianalisis dengan mengguﬁakan ana-—

lisis kualitatif,
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Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan
di beberapa perusahaan PMA/PMDN di 2 Kotamadya LersebuL,
pertama menunjukkan bahwa LenégaVkerja asing dipergunakan
dengan pertimbangan wutama karena modal dan? teknologi.
Kedua, jumlah tenaga kerja Indonesia yang sudah mengganti-
kan tenaga kerja asing melalui program pendidikan dan
latihan sedikit bilamané dibandingkaﬁ dengan jumlah
tenaga kerja Indonesia yang Lerdapatl di perusahaan -
perusahaan tersebut. _ \

Untuk dapat menggunakan tenaga - Lenaga kerja
asing diperlukan beberapa persyaratan tLertentu. yang harus
dipenuhi, baik oleh perusahaan pengguna tenaga kerja
asing maupun oleh tenaga kerja aSingnya sendiri.

Setelah semua persyaratan dipenuhi barulah te-
naga kerja asing yang ©bersangkutan dapat dipergunakan
di perusahaan.

Terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan
oleh tenaga kerja asing sejak mereka masuk sampai dengan
setelah mereka keluar dari wilayah Indonesia .Sleh Pe -~
merintah dilakukan pengawasan, yang pelaksanaannya di-
tugaskan kepada badan / instansi Pemerintah dibawah

koordinasi Menteri Xehakiman.
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KEBI JAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN |
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SEMARANG
DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SALATIGA

( Suatu tinjauan Kebijaksanaan Publik )

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Fenomena yang paling menonjol pada déwasa ini
adalah penyebaran ilmu, teknologi dan kebudayaaﬁ dari -
Barat ke selurﬁh penjuru dunia yang menyebabkan kehi -
dupan manusia menjadi suatu modernitas yang -unik dengan
masalah - masalah. dan ketegangan - ketegangannya yang
khas,

Dengan adanya kemajuan di bidang .ilmu ~dan  tck-
nologi setiap orang dimanapun berada dapat. dengan mu -,
dah mengetahui sesuatu yang terjadi di tempé;‘yang lain.
Dengan kata lain, seolah - olah dunia sekqfaﬂg ini su-
dah 'menjédi semakin  §ecil dengan adanya ;kemajuan ilmu

dan teknologi dan karena kecepatan lalu lintas dalam

berkomunikasi.

|
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Tersebarnya informasi mengenai ilmu, politik,

ekonomi dan lain -~ lain ke seluruh penjuru 'dunié yang'

sekarang ini terjadi terutama karena perkembangan yang
cepat dari media méssa dalam berbagai bentuknya,

Berbicara mengenai ekonomi, maka ekonomi ini
merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi ting-
kat kemajuan suatu negara, sehingga dapat dikatakan baiwa
tingkat kemajuan suatu negara berkaitan sangat erat de-
ngan kemajuan ekonominya,

Pada masa Orde Lama bangsa Indonesia tfdak. sem-
pat membangun, karena stabilitas dan kondis; ekonomi
yang ada pada saat itu sangat memprihatinkan‘ yang di -
sebabkan masih banyaknya tantangan perpecahan yang di-
hadapi bangsa Indonesia dari dalam negeri. ‘

Memasuki era pemerintahan Orde Baru kondisi ter-
sebut berubah dengan mulainya bangsa Indonesia berpikir
untuk membangun dengan_tit?k tolak pembangunan. yang ber-
orientasi ekonomi bersamaan pemantapan bidang politik

dan keamanan,

Setelah Orde Baru bangsa Indonesia berjuang wun-
tuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur ‘y;ng dilak-
sanakan' melalui pembanghnan nasional yang diselenggara-
kan secara konsepsionalﬂ dengan UUD 1945 sébagai lan -

dasan konstitusionalinya. Yang dimaksud dalam hal ini,




terutama adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasél 33 UUD 19-
45, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

" Tiap - tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. "

Pasal tersebut diatas mengandung makna yang sa-
ngat dalam, karena ini merupakan ‘tugas Pemerintah untuk
mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu be -
kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengén yang di-
inginkannya dan setiap orang yang bekerja . dapat mem -
peroleh penghasilan yang cukup untﬁk hidup layak.

Apa yang diamanatkan ini tidak mudah wuntuk di-
laksanakan, karena jumlaﬁ penduduk Indonesia “yang besar
dengan penyebaran yang tidak merata diikuti dénéan ting-
kat pendidikan dan produktivitas yang rendah mempunyai
pengaruh yang sangat_‘besar dalam wusaha - usaha pem -
bangunan yang dilakukan éleh Pemerintah, Oléh karena
ftu, maka kebijaksanaan ketenagakerjaan hargs diarah -
kan untuk memecahkan masalah - masalah keténagakerja -
an yang ada. |

-Negara Indonesiq mengutamakan keadjién sosial,
sebagaimana .tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. ang  ber-

bunyi



{ 1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas keke -
luargaan, ’

( 2 ) Cabang - cabang produksi yang pen-
ting bagi negara dan yang merngua. -
sai hajat hidup orang banyak di -
kuasai oleh negara.

( 3 ) Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikua -
sai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar - besar kemakmuran
rakyat. '

Dikuasai oleh negara sebagaimana tersurat dalam
Pasal 33 ayat ( 2 )} UUD 1945 tidak berarti bahwa Peme-
rintah sendiri yang harus menjalankan perusahaan, da -
lam hal 1ini penguasaan bisa dilakukan dengan pengaturan

atau pengendalian,

Kekuasaan negara sebagaimana disebutkan diatas

terdapat pada pembuat peraturan perundang - uindangan,
sehingga disini pembuat peraturan perundang - undangan
harus benar - benar memahami apa yang dikehendaki oleh

“UUD 1945, vyaitu agar peraturan yang dikeluarkan tidak

menyimpang dari UUD-1345.

Dalam UUD 1545 " Kesejahteraan sosiél.J' menjadi
judul bab bagi sistem perekonomian dimana pérekoqomian
disusun sebagai usaha' bersama berdasar ata§ ngas keke-
Iuargaan; 5). Jadi mau diapakan saja perekqﬂpmian kita,
kesemuanya akhirnya hérus bermuara pada Reéejahteraan

1

sosial. ( Sri - Edi Swasono, 1990 : 13 }.



Apa yang disampaikan oleh Sri - Edi Swasono ini
sama dengan pendapat Ismail Saleh dalam bukunya yang

ber judul Hukum dan Ekonomi, sebagai berikut

" Bagi Indonesia, sistem ekonomi dan hu-
kum mana yang dipakail serta bagaimana
korelasi antara keduanya sudah jelas
harus bermuara kepada UUD 1945. Sistem ;
ekonomi yang kita terapkan tidak boleh
melanggar ketentuan hukum dalam UUD
1945.Namun sebaliknya hukum yang ingin:
kita terapkanpur tidak boleh pula sam-
pai menghambat perkembangan ekonomi.
yang diinginkan oleh UUD 1945, "

( Ismail Saleh, 1990 : xiii ).

Untuk itu, kebijaksanaan pembangunan yang di

tempuh adalah dengan memberikan titik berat péda pem

bangunan bidang ekonomi dehgan_ pembangunan ‘di' bidang
bidang l!ain yang menunjang pembangunan bidang ekonomi.
Melalui pembangunan nasional yang saat -ini me-
masuki PJP II, Pemerintah terus berupaya untuk mewu jud-
kan apa yang dikehendaki oleh Pasal 27 ayat .( 2 ) dan
Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana disebutkan diatas.
Pembangunan nasional ini - dilaksanakan disemua
aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, eko-
nomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan de-
ngan mendayagunakan seluruh sumber dava yang. ada. Demi-
kian kompleks dan multidimensionalnya pembgﬁgunan nasio-

i
nal ini, maka dibutuhkan sumber pembiayaan ‘dan sumber
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daya yang besar yang dapat dipenuhi dari dafam negeri
sendiri seperti diuraikan dimuka, dan dapat puia ber -
sumber déri luér negeri. ’ |

Salah satu bentuk sumber pembiayaan dan sumber
daya dari luar negeri adalah modal asing yang dapat di-
peroleh melalui berbagai bentuk penanaman 1n6dal, kredit,
dan kerjasama internasional.

Sebagai[ salah satu negara berkembang, sejak ta-
hun 1967 Indonesia.)mengundang penanam modal ésing untuk
menanamkan modal &i Indonesia. Diundangnya modal asing

untuk berperan dalam pembangunan ekonomi ini' pada da -

sarnya ditujukan untuk meningkatkan dan memodernisasi-

H

kan perekonomian nasional,.

Keberadaan modal asing ini tidak terlepas dari
adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembanéunan na-
sional yang pada hakekatnya merupakan manifestasi dari
cita - «cita politik sebagaimana tertuang de&gan jelas
dalam Pasal 27 ayat { 2 )} dan Pasal 33 UUD- 1945, yang
sekaligus juga merupakan konsekwensi logis dari kemer-
dekaan yang telah dicapai oleh bangsa _Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 | ‘_

Pasal 33 UUD 1945 pada prinsipnya mengutamakan
kemakmuran rakyat, bukan . kemakmuran orang .seorang. Ini

terlihat dari penekanan yang diberikan didd}émnya, bahwa

S
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cabang - <cabang produksi yang penting bagi  negara dan
yang menguasai hajat hidup ‘orang banyak dikuasai oleh
negara, sehingga UUPMA yang dibuat dengan berdasar pada
Pasal 33 UUD 1945 pun didalamnya menentukan adanya bi-
dang - bidang usaha yang tertutup untuk HMA secara pe-
ngusahaan penuh.

Disamping itu bahkan ada bidang - bidang usaha
yang menduduki peranan penting dalém pertahanan negara,
seperti produksi senjata yang tertutup sama sekali da-
ri modal asing.

Menunjuk pada hubunéan antara Pasal 33 UUD 19-
45 dengan masuknya modal asing, maka disini periu diper-
tanyakan apakah kebijaksanaan Pemerintah di bidang pe-
nanaman modal betul - betul mencerminkan azas - ekonomi
yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 ?.‘ Yang kedua,
apakah kebijaksanaan penggunaan tenaga kerja asing se-
bagai akibat dari adanya penanaman modal tidak mengu -
rangi hak yang diberikan 6leh Pasal 27 ayat ( 2 ) UUD
1945 kepada warga negara Indonesia 7?. |
Disamping itu sejauh man;\ keberadaaq ~ penanaman
modal dengan tenaga Ikerja “asingnya dapaﬁ“ﬁemberikan
manfaat- kepada _tenaga: kerja Indonesia ?f ﬁPértanyaan -
pertanyaan ini perlu diajukan sebagai kﬁntéol atas ke-

terlibatan negara dalam perekonomian, dan . untuk dapat

cor e




menjawabnya harus menghayati makna Pasal 27 ayét ( 2 )
dan Pasal 33 UUD 1945 lebih dahulu.

Terbukanya hubungan pérdagangan .internasional,
dan didukung oleh kebijaksaﬁaan Pemerintah di bidang
penanaman modal, membuka pula kesempatan bagi .penanam
modal untuk melakukan. penanaman modal dalam perusahaan-
perusahaan. penanaman modal, baik yang didirikaﬁ' dengan
seluruh atau .sebagian modalnya dimiliki oleh warga ne-
gara asing, yang dapat dilakukan baik dengan 'menanam -
kan modalnya ﬁada perusahaan yang sudah ada ataupun
mendirikan perusahaan baru di Indonesia.

Perusahaah - perusahaan yang menggunakan fasi-
litas modal asing ini tunduk kepada aturan - aturan hu-
kum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya, disatu
pihak sesuai dengan Pasal 27 ayat ( 2 ) UUD  1945 tiap
warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerja-
an, walaupun dalam kenyataannya banyak sekéii' yang be-
lum mendapatkan pekerjaan karena tidak adadYﬁ _keahlian/
ketrampilan yang sesual.

5

Dilain pihak, perusahaan - perusahaan penanaman
modal memerlukan tehéga kerja ahli/tramp{?, sehingga
dalam hal ini kebutﬁhan akan tenaga kerja d@pét dipenuhi

dari dalam negeri inagpun luar negeri, atau ‘yang dikenal

dengan istilah Tenagg* Kerja Asing yangf;keberadaannya
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di Indonesia dilingkupi oleh hukum yang berlaku di In-
donesia,

Berkaitan dengan masalah "ketenagakerjaan ter -
sebut, setiap manusia sejak ditahirkan mempunyai bher -
macam - macam hak yang melekat pada dirinya, seperti
misalnya hak untuk hidup, hak wuntuk mempunyai pendapat
sendiri, hak untuk bekerja dan sebagainya. -

Dalam kaitannya dengan hak bekerja, manusia di-
manapun dan pada saat kapanpun mempunyai hak untﬁk be-
kerja. Tetapi harus diingat bahwa hak bekerja tﬁdak ber -
sifat’murlak, karena didalamnya terkandung dua substansi,
yaitu mempunyai hak dan mempergunakan hak.

Mempunyai hak bekerja tidak berarti dapat. mem-
pergunakan haknya itu tanpa memperhatikan kepentingan
umum, oleh karena dengan mempunyai hak bekerja melekat
pulalah kewajiban - kewajiban yang timbul karena hak
ttu. Dengan kewajiban - kewajiban itu berartj ia harus
mengusahakan kerjasama dengan orang lain dengan berpe
gang teguh pada peraturan yang berlaku. |

Dalam kenyataannya hak .yang dimiliki oleh se -
tiap warga negara untuk bekerja tidak selaiﬁ diimbangi
dengan adanya kesempatan untuk - bekerja yang:[diéebabkan
oleh adanya bermacam - macam faktor, seperti.- ketidak -

seimbangan antara jumlah'ipencari kerja deng?n lapangan

[
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kerja yang tersedia, tidak / kurangnya ketrampilan yang
sesuai dengan kebutphan pasar kerja dan lain ; lain, Per-
masalahan tersebut membawa akibat antara lain : makin
besarnya jumléh tenaga - kerja yang tidak daéat ter tam-
pung di pasar kerja, masuknya tenaga kerja asing, ter-
hambatnya proses alih teknologi dan sebagainya.

Masalah ketenagakerjaan ini memerlukan. penangan-
an -yang serius, baik dalam rangka éemanfaat;h"sumber
daya manusia dalam pembangunan maupun dalam rangka pe-
ningkatan pendapatan masyarakat melalui kesemﬁatan ker -
ja, yang sekaligus akan dapat menurunkan tingkat pe -
ngangguran. |

Dalam kaitan antara masuknya modal asing de -
ngan permasalahan-, ketenagakerjaan yang dihaqapi' oleh
Pemerintah, maka diharapkan modal asing dapat berperan
daiam membuka kesempatan atau lapangan kerja bagi bang-
sa Indonesia, atau dengan- perkataan lain agar kesempat-
an kerja yang tersedia sebanyak mungkin dapat’ menyerap
tenaga kerja Indonesia. Dengan latar belakang itu ber-
arti tenaga kerja Wa;ga negara asing harusi.djatur se -
demikian rupa agar keberadaannya tidak medégénggu atau
mengurangi kesempatan yang seharusnya dimi&ikf oleh te-
naga kerja Indonesia. d

Sehubungan dengah itu, kemudian ll)wNo. 1 Tahun

\
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1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun'UU-No. 6 Ta-
hun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( se -
lanjutnya akan disebut dengan UUPMA dan UUPMDN ) meng-
ijinkan perusahaan - perusahaan yang menggunakan fasi-
litas modal asing mendatangkan atau menggunakan tenaga
kerja asing hanya apabila tidak tersedia tenaga kerja
Indonesia untuk keahl!ian / ketrampilan tertentu.

Kebijaksanaan penggunaan tenaga kerja asing ini
mengandung maksud yang lebih dalam. yaitu adanya ke -
iﬁginan agar pada saatnya nanti tenaga kerja Indonesia
dapat menguasai teknologi yang dimiliki oleh negara pe-
modal. Dengan kata lain, pemanfaatan modal asing baik
dalam bentuk dana, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
keahlian secara optimal akan dapat memperoleh ﬁanfaat
yang maksimal, sehingga pada suatu saat b@ngsa Indo -
nesia akan mampu melakukan pemupukan modal,memiliki
peralatan / barhﬁg modal dan ketrampilan / keahlian se-
cara mandiri,

Bertitik tolak dari wuraian diatas,‘ pepulis axan
me lakukan kajian kebijaksanaan publik .sehububgan dengan
penggunaan tenaga Kkerja asing di perusahaén’“; perusa -
haan di Kotamadya Déerah Tingkat 11 Semaraﬁg dan Kota-
madya Daerah Tingkat If Salatiga, yaitu &epgan meng -

analisis . apakah kebijaksanaan publik yang dikeluarkan
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untuk mengatur penggunaan tenaga kerja asing tersebut
telah terlaksana sesuai dengan tugas Pemerintah sebagai
penyelenggara negara dan pemefintahan, dan bagaimana

pula pelaksanaan penggunaan tersebut serta pengawasan

terhadap tenaga kerja asing.

B. Ruang lingkup permasalahan

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara -
negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan eko -
nominya adalah ~keterbatasan sumber dana pembangunaﬁ da-
lam negeri.

Secara ekonomis ‘megara - npegara berkémbang mem-
punyai karakteristik dasar yang sama, yaitu pendapatan
rendah, laju pertwﬁbuhan penduduk tinggi dan banyak ter-
dapat pengangguran, |

Sejarah menunjukkan - bahwa pembangunani dan per-
tumbuhan ekonomi suatu negara berkembang selalu tidak
terlepas dari peranan sumber dana dan modal dari luar
negeri. Negara yang kekurangan dana antara:jlain akan
meminjam ke negara lain dan sebagainya,

Dihadapkan pada sumber - sumber pembéqgunan yang

serba terbatas, negara - negara berkembang'dengan sangat

terpaksa akan bertumpu pada usaha - usaha untuk menarik
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sumber - sumber pembangunan dari negara - négara maju
yang dapat dilakukan dalam bentuk menarik modal asing
atau pinjaman luar negeri.

Masa pemerintahan Orde .Baru yang dimulai ‘pada
tahun 1966 telah membuka cakrawala baru di semua bidang
kehidupan bagi bangsa Indonesia yang pada masa - masa
sebelumnya selalu disibukkan dalam usaha - usaha untuk
memper tahankan kemerdekaan yang telah diperoleh pada
tahun 1945, maupun disfbukkan dalam usaha untuk mengatasi
masalah yang timbul‘ didalam. negeri karena adaﬁya go -
longan - golongan yang berusaha memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa, seperti misalnya peristiwa G30S/PKI.

Di bidang ekonomi, melalui UUPMA dan UUPMDN
pintu modal asing dibuka, sehingga sejak saa;: itu lrus
modal asing mengalir memasuki perekonomian nasional |In-
donesia. |

Masuknya penanaman modal asing ke Indonesia di-
maksudkan sebagai pelengkap.untuk mengisi sekgér - sektor
usaha dan industri yang belum dapat sepenuhﬂya dikuasai
oleh pihak pengusahai/ swasta nasional karen@»alasan tek-
nologi, manajemen maupun permodalan. Had;fﬁya penanam
modal asiﬁg, juga diharapkan baik langsungb;ataupun ti-
dak, dapat lebih menggairahkan dunia usaha3;:serta dapat

dimanfaatkan pihak pengusaha '/ swasta nééional untuk

i
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menembus jaringan: pemasaran internasional dan dalam
sektor - sektor tertentu kehadiran modal asing diharap-
kan merupakan media alih teknofogi, sérta membuka la -
pangan dan kesempatan kerja bagi bangsa Indonesig.

Sebagai salah satu sumber dana dan éumber daya
yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi; ke-
beradaan modal asing sudah merupakan kebutuhan yang ha-
rus ada bagi negara berkembang. Namun, dari ,penganatan
sementara nampak bahwa ketentuan hukum yang ada belum
mengatur -pemanfaatan modal asing secara lengkap dan
jelas. Dengan demikian pemanfaatan modal asing beserta
segala kegiatan yang terkait didalamnya, seperti peng-
gunaan tenaga kerja asing " dan sebagainya dalam pem -
bangunan ekonomi memerlukan pengaturan hukum un;uk meng-
arahkan kegiatannya, sehingga dapat —diperoleﬁ manfaat
yang optimal bagi' kepentingan pembangunan nasional se-
céra keseluruhan. |

Untuk mencegah kekaburan arti dari mésélah yang
akan diteliti, periu ditentukan ruang 1ingkup yang ber-
kaitan dengan masalah vyang akan diteliti, Hai ini sangat
penting untuk menghémat tenaga, biaya, dan waktu dan
dan juéa memudahkan :ﬁenulis dalam memperoféh; materi un-

v

tuk pengolahan data lebih lanjut.

- - I
Menurut Sutrisno Hadi, yang dimaksud dengan ruang
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lingkup permasalahan adalah

" Membatasi luasnya dan memberikan feno-
mena yang tegas terhadap permasalahan"
( Sutrisno.Hadi, 1987 : 19 ),
Dengan demikian ruang lingkup yang akan dite -
liti meliputi
1. Batas wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang dan Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Salatiga.

2. Batasan materi
Mgsalah vang akan diteliti khusus mengenai
kebiiaksanaan penggunaan tenaga kerja asing

di perusahaan - perusahaan.

C. Perumusan masalah

Perumusan‘.masalah dimaksudkan wuntuk mengungkap-
kan pokok pikiraﬁ. secara. jelas agar tidak menyimpang
dari permasalahan yang akan dibahas. Masalah ini dapat
timbul karena adanya kesenjangan terhadap sﬁétu hal atau
fenomena yang dihadapi, sebagaimana diungkapkan oleh
Ronny Hanitijo Soemitro bahwa | |

" Permasalahan adalah pernyataan 'yang
menunjukkan adanya jarak antara harap--
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an dengan kenyataan, antara rencana
dengan pelaksanaan, antara das Sollen
dengan das Sein. ( Ronny Hanitijo Soe-
mitro, 1990 : 36 & 38 ).

Jarak tersebut mendorong seseorang untuk me -
mecahkannya, seperti yang dikemukakan oleh Winarno éu-
rachmad, bahwa

" masalah adalah setiap kesulitan yang

menggerakkan manusia untuk memecahkan-
nya. " ( Winarno Surachmad, 1982 : 34 ).

Oleh karena itu, masalah harus dirumuskén se -
hingga jelas pokok permasalahannja dan diharapkan tidak
akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam menginterpretasi-
kan permasalahan yaﬁg akan dibahas,

Tidak ada aturan umum mengenai cara  merumuskan
permasalahan, tetapi dapat disarankan hal - hal‘ sebagai
berikut

a. Permasalahan hendaknya dirumuskan daiam bentuk

kalimat éahya;

b. Perumusan itu hendaknya padat dan jélgs;

c. Perumusan.ifu hendaknya memberi. petunjuk tentang

,kemungkfnan pengumpulan data gUha menjawab’

pertanyaan *yang terkandung dalam perumusan
Co £ ' .
itu. " ( Ronny Hanitijo Soemitro, 1990-

38 - 39 ).
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Dengan mengikuti petunjuk tersebut, maka masalah

dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut

1. Apékah kebijaksanaan " yang dikeiﬁarkan Peme -
rintah dalam penggunaan tenaga kerja asing
di perusahaan - perusahaan di Kotamadya Da-
erah Tingkat Il Semarang dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Salatiga sebagaimana | tertuang
dalam Keppres RI No. 75 Tahun 1995 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang sudah terlaksana dengan baik ?

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan tenaga kerja
asing pada perusahaan - perusahaan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dan KotamadyélDaerah
Tingkat I1I Salatiga'?

3. Bagaimaha pengawasan yang dilakukan oleh Peme-

rintah terhadap tenaga kerja asing ?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mempelajari peraéuran hukum
yang ada mehgenai keberadaan maupun:ﬁénggunaan
tenaga ker;a asing. |

2. Untuk mengetahui dan mempelajari implementasi ke

bijaksanaan Pemerintah melalui UUPMA / UUPMDN
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dan peraturan pelaksanaannya, seperti Keppres No.

(o4

75 Tahun 1995 fentang Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang, khususnya yang ber-

kenaan dengan kebijaksanaan penggunaan tenaga ker

ja asing,

E. Manfaat penelitian

. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan

dapat memberikan suﬁbangan bagi perkembangan il-
mu pengetahuan, khususnya ilmu hukum terutama
yang menyangkut tenaga kerja asing.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meﬁberikan
kejelasan kepada para praktisi tenténggpenang -
gulangan terhadap-kemungkinan terjadinya masalah

,;[ dalam pengguhaan tenaga kerja asing.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan'dapat men -

jadi masukanlbagi pengusaha yang berﬁinat untuk
atau telah menjadi mitra lokal dalam-kEgiatan

yang berhdbungan dengan fasilitas modaL asing
khususﬂya dalam hal penggunaan tenagé kérja a -

sing.
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F. Sistematika tesis

Tesis yang berjudul " Kebijaksanaan penggunaan

tenaga kerja asing di perusahaan - perusahaan di Kota-

madya Daerah Tingkat [I Semarang dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Salatiga { suatu tinjauan kebijaksanaan pu-
blik ) "™ ini penulis susun setelah melakukan penelitian
dengan menggunakan metode ©penelitian sebagaimana akan
penulis uraikan dalam Bab III, |

Tesis ini terdiri dari 5 Bab yang saling ter -
kait satu sama lain, dan terinci dalam Bab [, Bab II,
Bab 111, Bab IV, dan Bab V. |

Bab 1 tentang Pendabuluan didahului dengan latar
belakang masalah yang telah ménarik perhatian penulis
untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis ini.

Agar masalah yang diteliti tidak méluas, maka
dibuat ruang lingkup permasalahan dan sekaligus per -
masalahannya dirumuskan dalam tiga pertéﬁyéén. Selain
itu, didalam bab ini diuraikan tujuan dan.lnanfaat yang
diharapkan dari penelitian, kemudian diakhiri dengan
sistematika penulisan tesis.

Bab II yang merupakan kefangka teori;ik, didalam-
nya menguraikan mengenéi teori yang digunakén untuk mem-
bahas permasalahan yané’;telah dirumuskan séﬁélumnya. ‘Bab

ini didahului dengan wuraian tinjawan umum tentang ke -
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bijaksanaan publik, dilanjutkan dengan pengeftian dari
modal asing, modal ‘dalam negeri, penanaman modal asing,
penanaman modal dalam negeri dan pengaturann&a di In -
donesia, serta berakhir dengan uraian téntang penger -
tian tenaga Kerja asing dan dasar hukum penggunaénnya.

Padal Bab II! diuraikan metode yang digunakan
untuk melakukan penelitian, yang meliputi céra pen -
dekatan,r tipe .penelitian, jenis dan sumber data, popu-
lasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data serta
teknik analisis data,. S

Pada Bab IV diuraikan analisis hasil peneliti-
an terhadap kebijaksanaan publik yang ditujukan pada
penggunaan tenaga kerja‘asing di perusahaan - perusahaan
di Kotamadya Daerah Tingkat 1[I Semarang daﬁ Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Salatiga. Bab ini diawali dengah mengupas
kebijaksanaan Pemerintah dalam penggunéan tenaga kerja
asing yang dilanjutkan dengan pelaksanaan penggunaan -
nya.

Selanjutnya .didalam Bab ini juga diuraikan me-
ngenai pengawasan‘ yang dilakukanr oleh Pemérintah ter -
hadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing.

‘Bab V sebagai bab penutup darl seluruh uraian

yang telah diuraikan pada bab - bab seHélﬁmnya berisi
: -

i
;
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hasil penelitian dan sekaligus juga member |-

saran sebagai bahan untuk dipertimbangkan.
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BAB 11
KERANGKA TEORITIK

A. Tinjavan umum tentang Kebijaksanaan Publik

Dalam masa pembangunan ini bangsa Indonesia me-
ngélami perubahan sosial dengan cepat, dan dalam suasina
yang demikian ini hukum harus berperan sebaga; sarana
yang tidak hanya statis, tétapi juga harus dinamis.

Hukum mempunyai tugas wuntuk selalu menjagé. dan
membuat kaidah - kaidah pengaman agar pembangunan na -
sional dapat berjalan dengan lancar. Secara ringkas da-
pat dikatakan bahwa, hukum digunakan sebagai sarana
untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan peraturan-
peraturan hukum yang sengaja dibuat untuk itu.

Dalam kedudukan yang demikian perlu. sekali di-
perhatikan bagaimana perkembangén dari penggunaan hu -
kum sebagai sarana’ untuk mewujudkan kebijaksénaan Pe -
merintah, dan dari uraian ini nampak adanya -kaitan yang
erat antara hukum dengan kebijaksanaan Pemerintéhi

Bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan pem-
bangunan nasional tidak dapat mengabaikap" perubahan

sosial, karena budaya masyarakat kita yang ‘semula ma -

syarakat agraris sekarang menuju masyarakét industri

22



23

dan budayanyapun berubah dari budaya tradisional ke
budaya teknologi. Untuk menghadapi perkembangan ini,
kita harus mampu melakukan perkiraan - perkiraan, anti-

sipasi dan proyeksi kedepan, karena didalam perkembang-

an itu akan selalu muncu! masalah - masalah sosial,
seperti - masalah penganggufan, ~ pencemaran ‘lingkungan,
kerawanan sosial politik dan lain - lain. Masalah -

masalah yang timbu! ini memerlukan penyelesaian oleh
Pemerintah melalui kebijaksanaan - kebijaksanaan yang

dibuat.

Sebelum melangkah lebih jauh, akan penulis wurai-
kan arti dari kata kebijaksanaan itu sendiri.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di -

susun oleh W.].S. Poerwadarminta, kebijaksanaan ber -

arti

1. hal bijaksana; kepandaian menggunakan
akal budinya ( pengalesmannya dan pe - .
ngetahuannya ); ‘

2. pimpinan dan cara bertindak ( menge - -
nai pemerintahan, perkumpulan dan se-
bagainya ); ‘ :

3. kecakapan bertindak bila menghadapi
orang lain (kesulitan dan sebagainyal.
( Poerwadarminta, 1995 : 138 ).

éedangkan Carl . J. Frederick ménguraﬂkan kebi -

jaksanaan sebagai
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" Serangkaian tindakan yang diusulkan ‘se

seorang, kelompok atau Pemerintah da -
lam suatu lingkungan tertentu - dengan
menun jukkan hambatan - hambatar dan ke
sempatan - kesempatan terhadap pelak -
sanaan usulan kebijaksanaan tersebut
dalam rangka mencapai tujuan ter -
tentu, " (Bambang Sunggono, 1994 : 14)

Kemudian menurut Kleijn, kebijaksanaan adalah

sebagai

" tindakan secara sadar dan sistematis

dengan mempergunakan sarana - sarana
yang cocok, dengan tujuan politik yang
jelas . sebaga1 sasaran, yang dijalankan
langkah demi langkah. " ( Bambang Sung
gono, 19294 : 13 ).

Mengamat i uraian kedua ahli _diatgs, nampak
bahwa diantara para ahli saja tidak ada kesamaan pen -
dapat tentang apa -yang disebut dengan kebijaksanaan,
karena masing - masing melihat arti kebijaksanaan dari
sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, ‘apa yang
diuraikan oleh Kleijn menéenai arti kebijaksanaan itu
sudah jauh 1lebih jelas dibandingkan dengan penﬁapat Car|
J- Frederick tentang arti kebijaksanaan, kafgna uraian
Kleijn sudah bersifat teknis, sehingga memddahkan bagi
orang, .kelompok ataupun pemerintah wuntuk menentukan ke;
bijaksanaan yang akan diﬂakukannya» St

Demikian . banyaknya pendapat para d%Té terhadap

3
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istilah kebijaksanaan, sehingga Hogwood dan ‘Gunn menge-
lompokkannya kedalam 10 macam penggunaan isti'ah ke -

bijaksanaan sebagai herikut

1. Policy as a label for a field of acti
vity. { Kebijaksanaan sebagai suatu
merk bagi suatu bidang kegiatan ter -
tentu ). K

2. Policy as an expression of general
purpose or desired stated of affairs.
( Kebijaksanaan sebagai suatu pernya-
taan mengenai tujuan umum atau keada-
an tertentu yang dikehendaki ).

3. Policy as spesific proposals, ( Kebi-
jaksanaan sebagai usulan - usulan khu -
sus ).

}‘4. Policy as decision of government. (Ke

bi jaksanaan sebagai putusan - putusan -
Pemerintah ).

5. Policy as formal authorization { Ke -
bijaksanaan sebagai bentuk pengesahan
formal ).

6. Policy as a programme ( Kebijaksanaan
sebagai program ), o

7. Policy as output ( Kebijaksanaan se -
bagai keluaran },.:

8. Policy as outcome ( Kebijaksanaan se-
bagai teori atau model }. : ;

9. Policy as a theory or model { Kebijak
sanaan sebagai teori atau model ).
10. Policy as process ( Kebijaksanaan.se-

bagai proses ). ( Solichin Abdulwahab,
1990 : 13 - 14 ). i

"UPT-PUSTAK-TRDLF |

S R TR s e e gt
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Dari 10 macam penggunaan istilah kebijaksana -

an disini akan diuraikan 2 diantaranya, yaitu

1.

2.

Policy as expression of general, purposel or
desired stated of affairs ( Kebijakéanaan
sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan
umum atau keadaan tertentu yang dikehen -
gaki ).

" Dalam penggunaannya sebagai suatu per -
nyataan mengenai tujuan umum ataﬁ' keadaan
tertentu yang dikehendaki, kebijaksanaan
masih berupa sesuatu yang belum kopkrit atau
ba!lum dapat dilaksanakan, kareﬁa ia masih
berupa pernyataan tentang sesuatu..yang di-
kehendaki untuk tercapai pada suatu saat.
Policy as outcome ( Kebijaksanaan sebagai ha-
sil akhir ).

Dalam pandangan ini, maka dari suatu ke-
bijaksanaan yang dikeluarkan akan dfiihat dam-
pak yang ditimbulkan oleh adanya fkebijaksana~
an tersebut. Dengan kata laiﬁ, dari pelaksana-
aﬁ kebi jaksanaan itu apakan tujuén yang di-

inginkan timbul darinya akan dapat terwujud.
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Untuk 'dapat mengoperasionalkan suatﬁ kebijak -
sanaan sehingga diperoleh hasi{ yang diharaﬁkan diper-
lukan sarana, yaitu hukum, yang djgunakan sebagai sarana
untuk mewujudkan tujuan - tujuan tertenth.

Hukum dapat dikatakan mempunyai fungsi untuk
menjamin terwujudnya tujuan n‘tujuan vang telah ditetap-
kan oleh nmsyarakét melalui Pemerintah, yaitu untuk ter-
ciptanya keteraturan didalam masyarakat itu sendiri. Dari
hal ini nampak jelas adanya kaitan yaﬁg sangat'erat an-
tara hukum dengan kebijaksanaan umum atau kebijaksana-
an publik.

Dalam pengertian yang lebih luas kebijaksanaan
publik merupakan tindakan yang dilakukan Pemerintah,
baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif
sesuai dengan " policy alternative " yang telah ditetapkan
menjadi pilihan.

Thomas R. Dye memberi pengertian kebijaksanaan

publik sebagai

....... is whatever government choose
to do or not to do " { apapun yang di-
pilih oleh Pemerintah untuk dila%ukan
atau tidak dilakukan ). ( Bambang Sung
gono, 1994 : 21 ). ‘

f
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Mengenai hal 1ini Soehardjo Sastrosoeﬁafdjo ber-
pendapat ;'bahwa |
" Kebijaksanaan Publik adalah suatu peng
ambilan keputusan mengenai suatu bi
dang atau masalah dari sekian alterna-
tif. " { Soehardjo Sastrosoehardjo, ma
teri kuliah Program Magister Ilmu Hu -
kum UNDIP tanggal 25 Oktober 1994 }.
Kebijaksanaan Publik baru mempunyai arti apa -
bila- telah berlangsung proées implementasinya yang be-
rupa langkah - langkah yang dilakukan wuntuk - mencapai
tujuan / térget yang telah disepakati, dalam hal int
dengan menggunakan hukum sebagai sarana."Denggﬁ demikian
berarti Kebijaksanaan Publik itu dimulai dari‘hukum.
Menurut konsep <demokrasi modern, ~kebijaksanaan
publik tidaklah berisi cetusan pikiran atau pendapat
dari para pejabat negara yang mewakili rakyat, akan te-
tapi pendapat atau opini publik juga mempunyai ©porsi
yang sama besarnya untuk tercermin ( terwujud ) didalam
kebijaksanaan - kebijaksanaan publik. Setiabﬁ kebijak -
sanaan publik éarus selalu berorientasi képada kepen -
tingan publik ( publfé interest }. ( Bambéng Sunggono,
1994 : 11 ). |
Kebijaksanaan ﬁﬁblik merupakan bagiaﬁ yang sangat

penting dari proses penegakan hukum, sebab berkaitan




langsung dengan kepentingan masyarakat diSegéla bidang,

séhingga kebijaksanaan publik itu harus meliputi semua

tindakan Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kebijaksanaan publik tidak
dapat terlepas dari pengaruh kekuatanr politik Tyang men-
dominasi pada waktu kebijaksanaan itu dipilih dan di -
tetapkan, oleh karenanya sesuatu yang telah dfpilih untuk
dilakukan harus™ ada tujuan. yang merupakan dagar dar i
pilihan tersebut, yaitu agar sesuatu itd dapat dilak -

sanakan.

Thomas R. Dye membagi model pembuatan kebijak-

sanaan dalam 6 ( enam ) buah model sebagai berikut

1. Model kelembagaan : Kebijaksanaan
dipandang sebagai kegiatan - ke-
giatan lembaga Pemerintah.

Model ini pada dasarnya meman- 
dang kebijaksanaan hegéra yang di—
tetapkan, dilaksanakan dan diberla;
kukan pemberlakuénnya oleh Iembagé-.
lembaga Pemerintah sebagai kegiatan-.
kegiatan yang dilakukan oleh lemi;
baga - lembaga Pemerintah, sehingg#i
kégiatan - ‘kegiatan yang dilakd-

kan oleh warga negara perorangan




maupun kelompok pada umumnya dituju-.

kan pada lembaga - lembaga pemerin-
tahan. '

Model kelembagaan biasanya dipakai
untuk menelaah proses pembuatan ke-

bijaksanaan, yaitu wuntuk menjelas-

kan keadaan Ilembaga pemerintah dan

menganalisis mengapa satu persoal-
an yang sama kadangkala diorganisasi-
kan dan diatur oleh beberapa lembaga.

Disisi Iaiﬁ, ia dapat digunakan

untuk menganalisis implementasi ke-

bijaksanaan, sehingga vyang menjadi

pusat perhatian ialah keadaan lem-

baga - lembaga yang terlibat dalam

proses implementasi kebijaksanaan

tersebut beserta masalah - masalah

koordinasi diantara lembaga - lem-.

baga itu.

Kelemahén model ini ialah ketfdak;
‘mampuannya “untuk menjelaskan seqara
sistematik ;sebab musabab gagéfnya
suatu kebija?éanaan. b

L
1




2,

:kelompok.

Model kelompok : k%bifaksanaan di-

pandang sebagai haéil keseimbangan

Model = kelompok péda dasarnya be-

rangkat dari suatu anggapan bahwa

interaksi antar kelompok dalam masya-
|

rakat adalah meruﬁakan perhatian
politik.
Dalam hal ini individu - indi-

vidu yang memiliki% tatar belakang.

kepentingan yang saqa biasanya akan

bergabung, baik secafa formal maupun

i
secara informal untuk mendesakkan,

kepentingan -  kepentingan mereka

kepada Pemerintah.

Model ini juga 'bgranggapan bahwa-

- |
kebijaksanaan negarai pada dasarnya

. . !
mencerminkan keseimbangan yang ter-

capai yang pada umuhnya dipengaruhi

oleh kekuatan pengaruh yang dimiliki

0oleh kelompok - kelémpok dalam per-

juangan / perparungad antar kelompok,
i

sehingga terjadinya 1 perubahan ‘pe-

ngaruh dalam suatu kblompok tertentu
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.akan merubah kebijaksanaan negara

kearah yang dikehendaki oleh kelom;
pok yang memenangkan pengaruh.

Model keiompok dapat dipergunakan
pertama, untuk menganalisis proses
pembuatan -kebijaksanaan, yaitu untuk

menelaah kelompok - kelompok apa

yang saling berkompetisi untuk men-

pengaruhi pembuatan kebijaksanaan
negara dan kelompok mana yang me-
menangkannya. Kedua, model inj dapat
dipergunakan ‘untuk menganalisis hu-
bungan antara kelompok dalam proses
implementasi kgbijaksanaan demi ke-
untungan kelompoknya.

Kelemahan model ini terletak pada

tidak adanya perhatian terhadap

lingkungan sosio politik dimana ke- .

bijaksanaan negara itu berlangsung.

Model elite : kebijaksanaan dipandang
sebagai preferensi elite,.
Model elite adalah sebuah model

!

yang dikembaﬁgkan dengan mengécu
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pada teori elite yang pada umumnfé
menentang keras terhadap pandangaﬁ
béhwa kekuasaaan dalam masyarakat
terdistribusi secara merata.

Dari sudut teori elite kebijak-
sanaan selalu dianggap sebagai cer-
minan preferensi / kehendak dan nilai-
nilai yang dianut oleh elite yang
berkuasa dan rakyat pada hakekatnya
merupakan pihak yang apatis dan buta
informasi mengenai kebijaksanaan
negara.

Mode! ini secara khusus dikembang-
kan untuk menganalisis proses peru-

musan / pembuatan kebijaksanaan ne-

gara, yaitu untuk menyoroti peran

yang dimainkan dleh golongan elite

dalam proses perumusan itu dan disisi

lain modef ini dapat dipergunakan
untuk menganalisis -tahap implemen-
tasi kebijaksanaan negara berikut

v

proses - prosesnya.
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4.

Model rasional

pandang sebagai pencapaian tujuan

.

Secara efisien.

Model rasional berawal darij Herbert

Simon yang menyatakan bahwa teorj-
teori administrasi haruslah menem-
patkan pengambilan keputusan
pusat perhatian utamanya dan bahwa
pembuatan keputusan yang rasional’
pada hakekatnya mencakup pemilihan

alternatif terbaijk Yang akan memuas-

kan nilai - nilai pembuatan kepu-

tusan,

Simon mengakui bahwa ada 4 ke-
sulitan dalam benggunaan pendekatan
rasional, yaity :

é. nilai’ - nilai. dan tujuan siapakah
yang ‘harus diperhatikan dalam
proses pembuatan keputusan: :

b. suatu képutusan kemungkinan tidgk
menyingghng sama sekali tuj@an;

tujuan . yang akan dicapai dalam

" organisasi; Cod

* kebijaksanaan dij-

sebagi;
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c. dalam préktek pembuatan keputusan

jarang ditemukan orang yang menem-’

Puh  cara yang logis, ekonomis, .

komprehensif, dan terarah;

d. bagaimana memisahkan antara kenya-
taan - kenyataan dan nilai - nilai,
dan antara sarana dan tujuan,

dalam proses pembuatan keputusan.

Walaupun banyak kesulitan dalam

penggunaannya, namun model ini dapat
membantu mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang mungkin terjadi jika
pembuat kebijaksanaan ingin menem-

puh kebijaksanaan yang rasional.

5. Model inkremental kebijaksanaan

dipandang sebagai variasi dari

kebijaksanaan - kebijaksanaan

sebelumnya.

Model yang dikembangkan oleh

Charles E. Lindblom ini pada hake--

katnya memandang kebijaksanaan
negara  sebagai kelanjutan dari

kegiatan yang telah dilakukﬁn

e e
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~oleh pemerintah dimasa lampau, dengan
hanya melakukan perubahan - peruba-
han seperlunya. Dengén kata lafn,
pada umumnya pembuat kebijaksanaan
menerima demikian saja program -
program yang sudah ada dan secérg
diam - diam akan melanjutkan kebi-
jaksanaan - kebijaksanaan yang su-

dah ada tersebut.

6. Model sistem : kebi jaksanaan dipandang

sebagai output dari sistem.

Model 'yang dikembangkan oleh Da—
vid Easton ini berpendapat bahwa
kegiatan politik itu dapat dianali-
sis dari sudut pandang siétem, yaﬁg
terdiri dari sejumlah proses - proses
yang harusl‘tetap " dalam keadaan se-
imbang kalau kegiatan politik tadi
ingin tetap terjaga kelestariannya.

Salah satu dari proses - proses

utama dari sistem politik ini falah

masukan - masukan ( inputs ), yang

berbentuk tuntutan - tuntutan, dukung-
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an - dukungan dan sumber - sumber

yang disalurkan melalui "kotak hitam

pengaﬁbilén Keputusan" untuk méng—
};; hasilkan keluaran - keluaran berupa
:fj keputusan - keputusan dan kebijaksana;.
an - kebijaksanaan Pemerintah,

Manfaat utama model sistem ialah

kemampuannya untuk mengaktualisasi-

kan secara sederhana gejala - gejala
politik yang seringkali jauh lebih
kompleks._ Manfaat yang lain adalah:
mengelompokkan proses kebijaksénaan

kedalam sejumlah tahapan - tahapan

yang berbeda - beda yang masing . -
masing tahapan dapat dianalisis secara

lebih terperinci. ( Solichin Abdul-

wahab, 1990 : 48 - 82 ).

Dalam bukunya yang berjudul Understanding Public

Policy, Thomas R. Dye menyebutkan pula adahya model vyang

ketujuh, yaitu Policy as rational choice competitive si-
tuations ( Game Theory ).
Menurut Dye pada dasarnya teori ini bertitik tolak

pada tiga hal pokok, yaitu 5

1
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a. kebijaksanaan yang akan diambil! tergan -
tung pada ( setidak - tidaknya ) dua pe-
main atau lebih;

b. kebijaksanaan yang dipilih ditarik dari
dua atau lebih alternatif pemecahan yang
diajukan oleh masing - masing pemain;

C. pemain - pemain selalu dihadapkan pada

situasi yang serba bersaing dalam pengam

bilan keputusan.

Dye menggambarkan, bahwa dua pemain yang akan meng -

ambil suatu kebijaksanaan, masing . - masing pemain mem-

punyai dua alternatif pemecahan yang dépat mereka am -

bil. Keduanya dihadapkan pada situasi yang saling ber-

saing ( berkompetisi ), dan pilihan akan dijatuhkan pada

pilihan vyang saling menguntungkan,

( Bambang Suhggono,
1994 : 66 - 67 ).

Dalam praktek, penerapan model - model tentang pem-

bentukan kebijaksanaan ‘tersebut tidak hanya menggunakan

satu jenis model! saja, akan tetapi dapat jﬁga terjadi

suatu kébijaksanaan publik diputuskan menurut beberapa
jenis teori dengan maksud agar suatuy alterwdyif kebijak-

sanaan dapat dipilih dengan tepat.
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. B. Pengertian Modal Asing, Penanaman Modal Asing, Modal

Dalam Negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Secara umum yang dimaksudkan dengan modal -asing

adalah modal! yang berasal dari luar negeri yang dimasuk-

kan ke suatu negara dengan maksud untuk ditanam dalam

kegiatan usaha yang sifatnya ekonomis.

Sedangkan secara yuridis, Pasal 2 UUHWAEmenyebutkan

pengertian modal asing tersebut sebagai berikut

{ a ) alat pembayaran luar negeri yang ti.- -
dak merupakan bagian dari kekayaan de " -
visa Indonesia, yang dengan persetuju
an pemerintah digunakan untuk pembia-
yaan perusahaan di Indonesia.

. ' I

f; {( b ) alat - alat untuk perusahaan, terma -

‘ ¥ ] suk penemuan - penemuan baru milik o-

; k| rang asing dan bahan - bahan, yang di

% X masukkan dari luar negeri kedalam wi-

layah Indonesia, selama alat - alat

tersebut tidak dibiayai dari kekayaan
devisa Indonesia.

{ ¢ ) bagian dart hasil.perusahaan yang ber
- dasarkan Undang - Undang ini diperke-

nankan ditransfer, tetapi digunakan
untuk membiayai perusahaan di Indone-
sia. g

Menunjuk pada uraian yang terdapat . pada Pasal 2

diatas, . maka modal ‘asing tidak hanya berbentuk valuta
asing, tetapi juga peralatan, bahan dan ‘kéahlian yang
U
v
digunakan dalam kegiatan perusahaan di Indonesja.
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Sehubungan

dengan itu, maka pengertian modal asing

dapat dirinci sebagaf berikut

1. Dilihat dari Pasal 2 huruf a, modal
asing berarti valuta asing dalam bentuk
uang asing, cek dan lain - lain yang pa-
da intinya dapat digunakan sebagai alat
pembayaran internasional.

2. Dilihat dari Pasal 2 huruf b, modatl
asing dapat terdiri dari :

( i ). piranti lunak { abstrak ), vyakni
berupa ide selaku konsep atau te-
ori yang terkandung dalam hubung-
an antara manusia sebagai subjek
dengan objek - objek ilmu pengeta
huan (science}, pengetahuan {know
ledge) dan ketrampilan atau keah-
lian {(knowhow).

(ii ). piranti keras { koukrit ), yakni
berupa kenyataan yang telah ada
sebagai produk dari piranti lunak
seperti mesin, peralatan, bahan ,
disain dan sebagainya yang berwu-
jud nyata. ( Y.B, Mangunwijaya,
1983 : =xix ).

Secara garis besar modal asing dalam bentuk piranti

lunak dan piranti keras ini dapat disebut dengan tekno-

logi. Mengenai teknologi ini sesuzi dengan apa yang di-
atur dalam Pasal 12 UUPMA , maka ‘pemodal asing mem -
punyai kewajiban untuk mengalihkan teknologinya kepada

tenaga .kerja Indonesia agar pada saatnya kédudukan te-

naga kerja asing dapat digantikan oleh tenaga kerja In-

;;f donesia.
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Ditinjau dari sumbernya, maka modal asing pada
awalnya bersumber dari luar negeri, karena ia masuk da-
ri suatu negara ke negara lain: Dalam perkembangan ée—
lanjutnya modal asing ini juga dapat berasal dari dalam
negeri, wvaitu padé saat 1a merupakan hasil perolehan
keuntungan modal awal yang kemudian diinvestasikan kem-
bali ( reinvestment ) di negara penerima modal,

Ditinjau dari sumbernya pula, berarti pénanaman -
nya dapat dilakukan oléh bangsa asing, dan dapat pula
diinvestasikan oleh warga negara atau badan hukum vyang
berkebangsaan negara penerima modal, dengan syarat mo-
dal asing bersumber dari luar negeri dan tidak merupa-
kan bagian dari kekayaaﬁ devisa negara penerimé modal,

Dalam praktek modatl asing bérfungsi untuk mem -
biayai kegiatan perusaﬁaan dalam bidang ekonomi, se -
hingga secara keseiuruhan modal asing di Indoresia da-
pat dilihat dimanfaatkan untuk 1wendirikan perusahaan -
perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi yang ber-
tujuan mencari keuntungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman:'modal a-

sing menurut Pasal 1 UUPMA adalah
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" Pengertian penanaman modal asing didalam

Undang - Undang ini hanyalah meliputi pe-
nanaman modal asing secara langsung vyang
dilakukan menurut atau berdasarkan keten-
tuan - ketentuan Undang - Undang ini dan
yang digunakan untuk menjalankan perusaha
an di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik
modal secara langsung menanggung resiko
dari penanaman modal tersebut, "

Dari apa yang dinyatakan dalam pasal diatas, nam-
pak jelas bahwa penanaman modal asing’ yang‘ dimaksudkan
di Indonesia adalah penanaman modal langsung ( “direct

investment |}, dan bahwa pemilik modal menanggung re -

siko dari penanaman modal merupakan konsekwensi logis

dari penanaman modal asing.

Dengan demikian secara jelas ﬁraian dalam 'Pasal |
UUPMA menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan penanam-
an modal asing dala@ UUPMA tidak meliputi penanaman mo-
dal asing yang dilékukan dengan cara tidék. langsung,

atau yang lebih dikenal dengan 1istilah penanaman modall

" portofolio™. Dalam penanaman modal portofolio penanam

modal tidak terliba:'égcara langsung dalam kegiatan usa-

ha ditempat modalnya ditanamkan, karena investasinya

hanya dalam bentuk pemilikan saham atau éu;ati'- surat
g i

berharga melalui pasar modal.

Selanjutnya yang dimaksud dengan modal - ‘dalam ne -

geri menurut Pasal 1 UUPMDN ijalah
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" bagian daripada kekayaan masyarakat Indo-
nesia, termasuk hak - hak dan benda - ben
da, baik yang dimiliki oleh Negara, mau -
pun swasta nasional atau- swasta asing
yang berdomisili di Indonesia, yang disi-
sihkan / disediakan guna menjalankan se -
suatu usaha sepanjang modal tersebut ti -
dak diatur oleh ketentuan Pasal 2 UU No-
mor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing, "

Sedangkan yang aimaksud! dengan penanaman ‘modal da-
1am negeri - ialah penggunaan bagian daripada “kekayaan
séperti' tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung
atau tidak  langsung, untuk menjalankan usaha menurut

atau ~berdasarkan ketentuan - ketentuan Undang - Undang

ini. ( Pasal 2 UUPMDN ).
C. Pengaturan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal
Dalam Negeri di Indonesia.

Di Indonesia yaﬁg menjadi dasar hukum  investasi

adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

yang kemudian dirubah dengan UU No. 11 Tahuﬁ 1970 dan

UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modai?Dalam Neger i

yang kemuQian dirubah dengan UU No. 12ﬂTahun f970. |
Perbedaan yang pripsip diantara kedué  UUPM ter -

sebut lterdqpat: padg p;ngertian modal yang';diinvesiasi-

kan, yang‘xnésing - masing dapat dilihat _déﬂam Pasal 2




44

UUPMA dan Pasal 1 UUPMDN.

Pada awal sejarahnya, penanaman modal asing me -

rupakan penanaman modal pada perusahaan patungan ( joint
venture ) antara. pemodal asing dan pemodal Indonesia,
Dalam pengertian sehari - hari joint venture me -

rupakan suatu perus%haan baru yang didirikan ‘bersama -

‘sama oleh beberépa perusahaan yang berdiri sendiri de-

ngan menggabungkan potensi wusaha termasuk knowhow dan
modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan ‘menuﬁut
perjanjian yang telah sama - sama disetujui. (K.Napi -
tupulu, 1975 : 24 ), | }
Pada dasarnya UUPMA dan UUPMDN merupakan promosi
dan sekaligus merupakan pengaturan regulasi ) yang
mempunyai tujuan menarik minat penanam modai asing mau
pun dalam negeri unfuk menginvestasikan modalnya, se -
hingga didalam kedua UU tersebut terlihat adanya jamin-
an, fasilitas maupun insentif dan-: sebagainya bagi pe -
nanam modal. Pemberfan berbagai hal yang merupakan pro-
mosi ini mempunyai latar belakang bahwa suatu séat dari
PMA itu akan dapat diperoleh kesempatan kerja,?teknologi

dan tentunya pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu didalam kedua UUPM diatﬁﬁﬁpﬁla aspek
regulasi, seperti pengaturan tentang bentukyfhhkum pe -

rusahaan penanaman modal, pembatasan bidangf[usaha, ke-

1
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tenagakerjaan, . alih teknologi melalui pendidikarn dan

Iatihanu\hkelonggaran perpajakan, pengawasan, pemilikan
modal, batas.waktu berusaha, dan lain - lain.
Diundangn&a\-para penanam modal asing keaalam pe -
rekonomian Indonesia melalui PMA / PMDN ini dimaksudkan
sebagai pelengkap untuk mengisi sektor - sektor usaha
dan industri yang belum dapat sepenuhnya dikuasai oleh
bangsa ”Indonegia, baik dengan alasan permodélan, tekno-
legi, maupun manajemen, sepanjang tidak merugikan per-~
kembangan' ekonomi dan pertumbuhan golongan. pengusaha
nasional, Hal ini terlihat dari adanya pengaturan ten-
tang pembatasan waktu berusaha, yaitu bahwa keberadaan
modal asing di Indonesia tidak diharapkan wuntuk ‘di -
tanamkan selamanya; sehingga apakah modal asing ter -
sebut akan berada di Indonesia lama atau sebehtar sa -
ngat tergantung pada kemampuan kita dalam meﬁyelengga-
rakan pembangunan. |
Kehadiran penaﬁam modal asing, baik langsung mau-
pun tidak, - juga dihafapkan akan dapat xnenggairahkan ke-
hidupan perekonomian atau dunia usaha di In@énésia. Lebih

luas lagi "akan merupakan akses bagi Indonesia untuk menem-

-

bus jaringan pasar internasional dan di sektor - sektor

tertentu diha}apkan pula dapat menjadi media @iﬂh tekhologil

i

]
1




D. Pengertian tenaga kerja asing dan dasar..hukunl peng-

gunaannya.

UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenéga Asing

tidak memberikan pengertian tentang Tenaga Kerja Asing,

namun
asing,

ruf a,

didalamnya memberikan pengertian tentdng orang

yaitu sebagimana yang termuat dalam Pasa! 1 hu-

sebagai.berikut :

orang asing, ialah tiap .orang bukan warga

negara Republik Indonesia, "

Pengeftién sebagaimana tersebut diatas tidak dapat

ditafsirkan sebagai tenaga kerja asing, namun

pengertian tentang tenaga kerja asing dapat

dari pendapat G. Karfdsapoetrausebagai berikut

" Yang dimaksud sebagai tenaga kerja asing

ialah tiap orang yang bukan Warga Negara

Indonesia yang melakukan tiap peker jaan

yang dilakukan dibawah perintah orang la-

in di Indonesia .dengan menerima upah atau .
tidak, atau yang.melakukan tiap pekerjaan .
di Indonesia yang .dijalankan atas dasay

borongan dalam suatu perusahaan, balik
oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu

sendiri maupun oleh orang yang membantu -

”

nya. " ( G. Kartasapoetra, 1986 : 45-46 ')

demikian

diketahui
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UUPMA  juga tidak menyebutkan secara jelas apa yang

dimaksud dengan tenaga kerja asing. Namun apabila di
hubungkan - dgngén ketentuan - ketentuan yang mengatur
tentang tenaga kerja dalam PMA, penulis sependapat de-
ngan IsmaiI'Sunny dan Rudioro Rochmat, bahwa yang di -

maksud dengan istilah tenaga kerja asing dalam UUPMA

ialah :

tenaga direksi

tenaga - tenaga ahli WNA

tenaga - tenaga pimpinan

tenaga - tenaga yang tidak termasuk kedalam ke-

tiga pengertian diatas. ( Ismail Sunny dan Rudioro

Rochmat, 1976 : 21 ).

Dari wuraian diatas, maka berarti apa yang dimaksud-

kan dengan tenaga kerija asing dalam UUPMA mempunyai pe-

ngertian yang luas.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dengan
jumlah penduduk yang' sangat besar dan masih akan terus

bertambah menghadapi masalah di bidang kepénagakerja-

an, yang antara lain meliputi :

>

a. Peningkatan jumlah tenaga kerija dan” angkatan kerja.
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Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, te-

naga kerja . dan angkatan kerja juga meningkat

dan . ini diikuti oleh adanya kekurangseimbangan
didalam struktur umur, yaitu angkataﬁ kerja ber-
usia muda merupakan bagian yang relatif besar
dan angkatan kerja berusia muda inilah yang mem-

butuhkan pekerjaan.

b. Penyediaan kesempatan kerja

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai de-
ngan saat ini masih belum mampu Inenyedﬁakan la-
pangan kerja. yang cukup bagi para pencari kerja,

Hal ini terbukti dari masih diaturnya ma -
salah ketenagakerjaan ini dalam Ketetapan MPR-
RI No. TII/MPR/1993 tentang GBHN, vyaitu dalam
.Kebijaksanaén Pelita Keenam butir 7 }ang an -

tara lain berbunyi :

" Penciptaan dan perluasan lapangan ker-

ja terus diupayakan, terutama melalui
peningkatan dan pemerataan pembangunan
industri, pertanian, dan jasa yang mam
pu menyerap tenaga kerja yang banyak..
ceesseal.dst, "

i

Pehgaturan dalam GBHN tersebut menunjukkan ma-
sih lebih banyaknya jumlah pencari kerja diban-
dingkan dengan 1lapangan atau keseﬁpétan kerja

yang ada. : ' v
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c. Ketrampilan kerja

‘Bagian terbesar dari jumlah pencéri kerja
kurang atau tidak memfliki ketrampilan kerja.
”Hal iﬁi mengakibatkan tidak’ lakunyé mereka di
pasar kerja, karena masih banyak perusahaan yang
leBih senang menggunakan tenaga kerja yang sudah
mempunyai ketrampilan.

Rendahnya mutu tenaga kerja ini tidgk ‘hanya
mengakibatkan rendahnya  produktivitas kerja dan
'penghésilan, tetapi "juga akan menyulitkan usaha
pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai akibat dari rendahnya mutu tenaga
kerja dapat timbul, yaitu menurunnya produk -
tivitas kerja, kerusakan mesin, pemborosan dana/
modal, mengundang kehédiran tenaga kerja asing

dan menghambat proses alih teknologi.

Dalam konteks pembangunan nasional senantiasa di -

sadari bahwa, investasi modal swasta merupakan salah
satu motor penggerak vekonomi yang cukup domfnan. Oleh
karena igu, sejak diuAdangkannya UUPMA dan .UUPNE»! Pe -
merintah secara berkesinambungan terus bérupaya agar
iklim investasi di Indonesia tetap Inenarikf'bagi penanam

- . 1 . l
modal asing. L
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Dalam .kaitan antara masalah ketenagaker jaan

UUPMA menyatakan :

" Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuh- -
nya untuk menentukan direksi perusahaan -
perusahaan dimana modalnya ditanam. "

Dalam Penjelasan Pasal. 9 UUPMA disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pemilik modal adalah pemilik modal
asing. Dalam hal ini pemilik modal diberj weweﬁang pe-
nuh untuk menentukan direksi suatu perusahaan,

Penunjukan ini kiranya ‘'wajar, sebab pemilik modall
hanya akan menyerahkan modalnya kepéda orang yang‘ dapat
mefeka percayai.l‘Akan tetapi, apabila perﬁsahaan PMA
terdiri dari kerjasama antara modal asing dan modal
nasional, maka menurut Penjelasan Pasal 9 terseﬁut di-
reksi ditetapkan sécafé bersama - sama, dan yang di -
maksud dengan bersamé, - sama " hanya dapat dirakukan me -
laiui Rapat Umum Pemégang Saham ( RUPS ) sebagai alat
perlengkapan perseroan yang merupakan kekgaSggn fer -
tinggi dalam perseroah, yang melaksanakan ‘kepemimpin -
an tertinggi atas perusahaan.

Lebih lanjut Pasal 10 UUPMA menyatakan

" Perusahaan - perusahaan modal asing wajib

memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya

- UPT-PUSTAR-TRIIP |

yang
dihadapi Indonesia dan kebijaksanaan PMA, maka' Pasal 9
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~dengan warga negara Indonesia kecuali da -
lam hal - hal tersebut pada pasal 11, "

Dalam 1neLakukan usahanya di Indonesia, penanam .

modal tidak meémaksakan bahwa perusahaan Indonesia di

haruskah memakai " tenaga kerja dari negara penanam mo -
dal tersebut. Namun disebabkan tenaga kerjél Indonesia
sendiri belum mampu untuk. memenuhi kebutuhan ‘akan ke -~
trampilan yang diperlukan oleh penanam 1nodat,5'maka di-
pergunakanl!ah tenaga kerja asing oleh perusahaan PMA

dengan memenuhi ketentuan - ketentuan nukum yang ber -

faku di Indonesia.

Pénggunaan tenaga kerja asing tersebut lebih lanjut

diatur dalam Pasal 11 UUHWA, yaitu

" Perusahaan - perusahaan modal asing di-

izinkan mendatangkan atau menggunakan te-
naga - tenaga dan pimpinan dan tenaga -
tenaga ahli warga negara asing bagi jabat
an - jabatan yang belum diisi dengan te -
naga kerja warga negara Indonesia." ‘

Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing~ da1am Uu-

PMA ini tidak berbeda dengan ketentuan penggunaan tenaga
kerja asing dalam UUPMDN, 'sebagaimana dituangkan dalam

Pasal 19 UUPMDN sebagai berikut

" Perusahaan - perusahaan, baik nasional ma

| i : upun asing, wajib menggunakan tenaga ahl11
\ & 2 -
| _

' E




bangsa Indonesia, kecuali apabila jabat -

an - jabatan yang diperlukan belum dapat

diisi dengan tenaga bangsa Indonesia, da-
lam hal mana dapat digunakan tenaga ahli
warga negara asing satu dan lain menurut
ketentuan Pemerintah. Penggunaan tenaga
kerja warga negara asing penduduk Indone-

sia harus memenuhi ketentuan - ketentuan
Pemerintah, "

Adanya ketentuan tersebut dikarenakan pada

52

dasar-

nya Pemerintah 'mempunyai harapan bahwa pertumbuhan

konomi, baik melalui PMA / PMDN, harus dapat memberi -

kan kesempétan.'kerja yang seluas -

naga kerfa Inddnesia.

ngusaha harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu

dari

mana dinyafakan dalam Pasal 2 ayat {( ! ) UU No. 3 T

Pemerintah ( cq. Menteri Tenaga Kerja )

hun 1958, yaitu

" Majikan dilarang mempeker jakan orang a-

sing tanpa ijin tertulis dari Menteri, "

58 menyatakan

-

an dan perkembangan pasar kerja serta as-
pirasi nasional untuk menduduki tempat -
tempat ‘yang penting dalam segala lapangan
masyarakat yang disesuaikan dengan renca-

Ijinndiberikan dengan memperhatikan keédgpi

luasnya kepada

e

te

sebagal

a

Dalam penggunaan tenaga kerja asing ini pihak. pe-

Selanjutnya Pasal 3 ayat ( 2 ) UU No. 3. Tahun 19-
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/

cana pembangunan yang konkrit, "

Apabila.. dalam - mempeker jakan tenaga kerja asing

pfhak penguéaha"mengabaikan perijinan tersebut, se

hingga terdapét tenaga kerja asing illegal yang tidak
dapat dibenarkan, Pemerintah dapat mengambil tindakan
sesuai dengan hukum yang berlaku di Indones}a. Oleh ka-
rena itu, penggunaan tenaga kerja asing dengan segala
akibat yang ditimbulkannya memerlukan pengaturan me -
lalui hukum yang benar - benar ketat, yang dapat meng-
atur, mengendalikan serta mengarahkan agar keberadaan
tenéga. kepja asing dapat membawa manfaat bégi, tenaga
kerja bangsaﬂlndonesia. 7
Sehubungan dengan itu, kemudian dike{uafkaq Ke -
putusan Presiden RI No. 75 Tahun 1995 tentang Peﬁggunaan
Tenaga Kerja \Nargé Negara Asing Pendatang untuk meng- -
gantikan Keppres No. 23 ‘Tahun 1974 tentané ‘Pembatasan
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Négara Asing Pendatang
yang dirasa sudah tidak dapat menampung pérkembangan
masalah penggunaan teﬁéga kerja asing.
| Pasal 2 Keppres No. 75 Tahun 1995 menyatakén
(1) Setiap pengguné TKWNAP waijib mengugéi
makan penggunaan Tenaga Kerja Indone-

sia di semua bidang dan jenis peker -
jaan yang tersedia., " L
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( 2 ) Apabila bidang dan jenis pekerjaan
yang-tersedia belum atau tidak sepe -
nuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja
Indonesia, pengguna TKWNAP dapat meng

gunakan TKWNAP sampai batas waktu ter

Dengan berpijak  pada aturan tersebut, berarti ke-
.bijaksanaan penggunaan tenaga keria asing tetap pada
bidang dan jenis pekerjaan yéng belum dapat diisi oleh
tenaga kerja Indonesia dan_ penggunaan itupun}'tgrtentu
batés waktunya.

Pembatasan jangka waktu penggunaan tendga kerja
.asing ini mempunyai maksud agar setelah tenaga kerja
asing kembali ke negaranya peker jaannya dapat dilanjut—
kan oleh tenaga kerja Indonesia.

Untuk mencapai ‘maksud tersebut diperlukan persiap-
an - persiapan agér kéahlian dan ketrampilan tenaga ker-
ja Indonesia dapat menéisi kebutuhan bidéng"/ jenis
pekerjaan yang ditinggalkan oleh tenaga kerja asing.

Oleh karera iﬁﬁ, lebih lanjut Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) Keppres RI No. 75 Tahun 1995 menyatakan
(1) Sétiap TKWNAP wajib melaksanakan pro-
gram penggantian TKWNAP ke Tenaga Ker. '
« ja Indonesia.

( 2 ) Dalam rangka pelaksanaan program se -
bagaimana dimaksud dalam ayat {( 1 } |
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pengguna TKWNAP wajib

a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia s5¢
bagai Tenaga Pendamping pada jenis

pekerjaan yang dipegang oleh TKW -
‘NAP. _

b. menyelenggarakan pendidikan dan fa
tihan bagi Tenaga Kerja Indonesia

yang dipekerjakan, baik sendiri
maupun menggunakan jasa pihak ke -
tiga,

Penyelenggaraan pendidikan dan latihén bagi
tenaga kerja Indonesia ini membutuhkan biaya, dan ber-
dasarkan Keppres diatas biayanya dibebankan kepada pi-
hak pengguﬁa tenaga kerja asing, bukan kepada .tenaga

kerja Indonesia.
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BAB IT1

METODE PENELITIAN

Sebagai langkak Aawal dalam menentukan arah untuk
méndapatkan suatu kebenaran ilmiah, digunakan suatu me-
tode yang meliputi langkah - langkah atau cara - cara
yahg harus dilakukan, seﬁingga mutu suatu tulisan il-
miah dapat mempunyai nilai yang setinggi - tingginya
dan sebaik mungkin,

Adapun langkah - langkah yang akan dilakukan un -

tuk menyusun tulisan ini adalah :

A. Cara pendekatan

Untuk menyusun tulisan ini digunakan metode

yuridis sosiologis, artinya tinjauan tidak ha-
nya didasarkan pada teori - teori hukum yang
ada, peraturan perundang - wundangan maupun pen-

dapat para sarjana, namun juga melihat penerap-
an peraturan - peraturan tersebut dalam praktek
atau melihat kéndisi yang ada didalam praktek.
ﬁ\Sesuai dengan judul tesis, maka 'unfuk me -
~nyusun tesis ini dilaksanakan penel&tian untuk
melihat penerapan peraturan penggunaan tenaga

kerja asing di- perusahaan - perusahaan yang ter-
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dapat di Kotamadya Daerah Tingkat 1I7

Semarang
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
Tipe penélitian
Tipe penelitian Yang dianggap sesuaj untuk

menyusun tulisan ini adalah penelitian deskrip—
tif, yaitu penelitian yang mempunyai dua tujuan,
Pertama adalah untuk mengetahui perkembang-
an sarana fisik tertentu atau frekuensi ter -
jadinya. aspek fenoﬁena tertentu. Kedua adalah
ﬁendeskriptifkan secara terperinci } fenomena

tertentu, {( Masri Singarimbun, 1987 : 3 )

Jenis dan sumber data

Jenis data yang -dipergunakan dalam beneli -

tian ini adalah data primer dan data sekundér.
a. Data primer

| Adalah "data yang dikumpulkan melalui pe-
nelitian yang diperoleh secara fangsung dari
sumberh}a; dalam hal ini diperoLéh‘-dari res-
,pdnden yang menjawab pertanyaan .; ‘pertanyaan
yang tertuang dalam daftar pertanxgan.

b. Data sekunder

¥

Adalah daté yang diperoleh Mchara tidak

{

1
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langsung, yaitu meﬁpelajari buku - buku dén

literatur - literatuy serta brosur - brosur

yang ‘ada hubungannya 'dengan penelitian la -

panéan yang diperoleh dari thasil. peneli -

tian. ( Winarno Sﬁrachmad, 1982 : 163 '}.

Sesuai dengan cara pendekatannya, maka pe -
nyusunan tulisan ini menggunakan sumber data

primer dan sumber data sekunder.

D. Populasi dan teknik sampling
a. Populasi‘

Populasi - atau universe adalah seluruh
objék ataul seluruh individu jatau seluruh ge-
jala atau seluruh kejadian atau seluruh unit
yang akan ‘ditelit{; ( Ronny Hanitijo Soe -
mitro, 1990 : 44 ), _ |

Dalam penélitian‘ ini yang -mehjadi popu-
lasi adaiah seluruh perusahaan yang meng -
gunakan  tenaga kerja asing yang terdapat
atau berlokasi di Kotamadya Daerah Tingkat

Il Semarang dan Kotamadya Daerah Tingkat 11

Salatiga. ' C




b. Teknik sampling

-Sehubungan dengan besar dan luasnya po-

pulasi, maka dalam penelitian ini akan di.

ambil - sebagian saja untuk diteliti- sebagai

sampel dengan menggunakan metode induksi.

yang

merupakan jalan tengah antara cara mene!liti

Metode induksi édalah suatu metode

dengan hanya satu bukti saja dan cara mene-
liti- semua bukti - bukti yang ada.:( Ronny
Hanitijo Soehitro, 1990 : 44 ).

Untuk " itu terlebih dahulu ditentukan wi-
iayah penelitian dengan menggunakan teknik
purposive sampling ‘atau penarikan 'sampel ber-
tujuan, yaitu Kotamadya Daerah Tingkat 11

Semarang dan Kotamadya Daerah Tingkat II_ Sa-

latiga,

¢. Unit analisis

Yang menjadi unit analisis, yaitu unit
yang akan diteliti atau akan dianalisis ada-
lah perusahaan - perusahaan yang meﬁggunakan
&énaga kerja asing yang berlokasi jdi"Kota -

madya Daerah Tingkat Il Semarang Han Kota

madya Daerah Tingkat [T Salatiga., °
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Menurut data yang diperoleh aari BKPMD
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, di Ko-
tamadya Daerah Tingka{ Il Semarang ada 26 pe-
rusahaan PMA/PMDN yang dalam kegiatan usaha-
Dya menggunakan tenaga kerja asing yang IKTAnya
masih berlaku per Juni 1996, yaitu

1. PT. Yuasa Agro
2. PT. Bitratex Ind. Corp.
3. PT. Mikarindo Asan
-4. PT., Java Tohuku
5. PT. Flototo |
6. PT. San-Yu Frame Moulding Industries
7. PT. Kongo Indonesia
8. PT. Indonesia Nanya Indah Piastic.
8. PT. Meiho Manufacturing Indonesia
10, PT. Johnson Matthey Indonesia
11. PT. Flying Wheel
12, PT. Solocon Industry
13. PT. SPI Jaya Abadi
14. PT. Kuboté.
“15; PT. Fumira
16. PT. Porkka Indqnesia

17. PT. Indonesia Steel Tube Works .’
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18. PT. Little Giant Steel
19. PT. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
20. PT. Karya Andalira .
21, PT. Temsindo
- 22, PT. Mega Rubber Factory
23. PT. Inti Manis
24. PT. Lamicitra
25. PT. Innax International Corp.
26, PT. Sango Ceramics
| Sedangkan di Kotamadya Daerah Tingkat 11
Salatiga. adg 2 perusahaan PMA/PMDON yang meng-
gunakan tenaga kerja asing yang IKTAnya masih
berlaku per Juni 1996, yaitu
1. PT. Timatex
2. PT. Damatex
Dengan menggunakan metode Pfoporsional
Random Sampl!ing semua .unit analisié ‘diatas
akan dijadikan sampei.

E. Teknik pengumpulan data

i

Data dari sumber - sumber tersebut diatas da-
pat dikumpulkan apabila dilakukan cara’ - cara
atau langkah - langkah yang disebut déqgan tek-

nik pengumpulan data atau dengén perkq@aan lain,

L
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teknik pengumpulan data adalah cara untuk mem-

peroleh data dengan mudah, tepat, dan sistematis,

Adapun teknik pengumputan data yang I'digunakan

dalam penelitian ini adalah

a.

Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulaﬁ-‘data de-
ngan jalan mewawancarai seca:é langsung yang
sifatnya sepihak, artinya pertanyaan ter -
sebut secara Iangsuhg ditanggapi atau di -
jawab oleh responden yang terkait erat de -

ngan penelitian.

Kuesioner

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan daffar per-
tanyaan kepada para responden untuk mem -
berikan jawaban yang berhubungan dengan objek

penelitian,

Studi kepusfakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan  data yang

~dilakukan dengan cara mempelajari bpku - buku,
literatur - literatur, brosur - brosur mau-
pun ' gambar - gambar yang ada . hubungannya

dengan penelitian ini. '
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F. Teknik analisis data

Setelah kegiatan pengumpulan data selesai
dilakukan, maka langkah -selanjutnya adalah meng-

analisis data. Caranya, yaitu data yang diper-

oleh di lapangan disusun secara sistematis, ke-

mudian dianalisis dengan menggunakan analisis

kualitatif.

g e
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| | BAB IV
ANALISIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
. DI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN |

" DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SEMARANG

_ DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SALATTGA

A. Kebijaksanaan Pemerintah dalam penggunaan tenéga ker-
ja asing,

Pada Pembangunan Jangka 'Panjang Kedua pifik -berat
pembangunan adalah pada bidang ekonomi sebagaimana ter-

cantum dalam Ketetapan MPR RI No.. TI/MPR/1993 Bab I1I

huruf D sebagai berikut

" Titik berat Pembangunan Jangka Panjlang Ke’
dua diletakkan pada bidang ekonomi, yang
merupakan penggerak utama pembangunan, se
iring dengan kualitas sumber daya manusia
dan didorong secara saling memperkuat, sa
ling terkait dan terpadu dengan pembangun
an bidang - bidang lainnya yang dilaksana
kan seirama, selaras, dan serasi dengan - -
keberhasilan pembangunan bidang ekonomi
dalam rangka mencapai tujuan dan sgsaran
pembangunan nasional. " { Ketetapan MPR

1993 : 31 ). - o
Dalam kaitan antara tujuan yang ingin d%capai oleh
Pemerintah di bidang ekopomi, maka Ketetapan MPR RI No,
IT/MPR/1993 int memberikan dasar hukum bagi Pemerintah

i untuk melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi. ' .|

' 64
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Pembangunan ekonomi pada prinsipnya bertujuan untuk
meningkatkan‘ pendapatan negara dan masyarakat, sekaligus
memperluas lapangan kerja daq kesempatan berusaha. Pem-
bangunan ekoﬁomi yang merupakan proses penciptaan nilai
tambah - ini mémerlukan penanaman modal atau investasi
yang danaﬁya tidak mungkin dicukKupi dari  Pemerintah
atau swasta nasional, sehingga keadaan inii, mendorong
Pemerintah ﬁntuk menarik modal dari luar ke Indonesja.
Sumber dana - dari luar negeri dimanfaatkan‘ sebaik-
baiknya bagi pembanguﬁan nasional sebagai sumber pe -
!engkap- pembiayaan pembangunan dan sebagai wahana alih
teknologi yang efektif .......dst. (Tap. MPR, 1993 : 89).
Harapan Pemerintah investasi yang masuk tersebut
dapat menciptakan lapangan kerja yang meMadai; sehingga
sekaligus dapat membantu mengurangi problem pengangguran.
Dalam kegiatan penanaman modal yang ' didalamnya
akan mengubah pbtensi sumber daya alam,  sumber daya
manusia dan lingkungan  yang ada menjadi kekuétan eko -
nomi nyata, maka dalam hal ini Indonesia'jﬁgmi]iki sum-
ber - sumber daya, antara lain - peluang; jbahan baku,
lahan / ‘tanah, dan Eenaga kerja. Sedangkan negara pe -

milik modal memiliki modal dan teknologi; ' sementara

4
|

prasyarat yang hurus .ada untuk dapat melakukan kegiatan

‘investasi adalah tersedianya sarana / prasarana, kemam-
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puan manajemen, jiwa kewirausahaan, serta akses pema

]

saran.

Dengan demikian masuknya moéal asing menjadi media
yang meﬁungkfnkén untuk mengalihkan ketrampilan dan alih
teknologi kepada tenaga kerja lokaI,‘ sehipgga modal
asing diharapkan akan dapat memperkuat pertu%buhan‘ eko-
nomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tu -
juan pembangunan.

Untuk menarik 'agar modal asing makin banyak ma -
suk ke Indonesia, maka perlu terus dikembangkan iklim
investasi yang menggairahkan, antara lain melalui pe -
ningkatan kepastiaq berusaha, penyederhanaan prbsedur,
kelancaran pelayanan perijinan, serta tersedianya pra-
sarana dan sarana yang memadai. ._

Dengan PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Mbaal Asing
antara lain ditetapkan, bahwa perusahaan PMA ﬁadazdasar-
nya berbentuk wusaha u§aha patungan dengan sya;at pe -
serta Indonesia memilfki saham sekurang - kﬁ}énéhya sam-
pai dengan 5!%. Namun demikian, perusahaah  HwA dapat
didirikan“"dengah modal saham yang éeluruhdya' dimiliki
oleh pe;erta asihg dénéan syarat nilai md&al‘ disetor

sekurang - kﬁrangnya US$ 50.000.000 atau ;hprlokasi di
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salah satu Propinsi tertentu, seperti Irian Jaya, NTB,
Tim - Tim.
Kebi jaksanaan penanaman modal ini diatur. sedemikian
rupa dan-vdi{éndasi dengan peraturan perundang - undang-
an yang setiép saat diadakan penyesuaian aengén de -~
regulasi,
Deregulasi berikutnya adalah Paket Kebijaksanaan
Pemerintah tanggal 23 Oktober 1993, vyang antara lain
memuat
1. " Keppres RI No. 97i Tahun 1§93 tentéqg Tatacara
Penanaman Modal. |

2. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Inves-
tasi / Ketua BKPM No. 15/SK/1993 tentang Tata-
cara Permohonan PMDN dan PMA,

3. PP No. 50 "Tahun %1993 tentang Persyaratan Pemi-

likan Saham Dalam Perusahaan PiVA.

Mengenai pemilikan saham, - PP No. 50 Tahun 1993
juga menentukan hal yang sama dengan PP 'No; 17 Tahun
1992. Didalam PP No. 50 Tahun 1993 (ersebut juga di -
berikan kesempatan untﬁk mendirikan perusahéén‘ PMA  yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh peserta %siqg apabila
perusahfan tersebut beflokasi di salah ”ggtu kawasan

yang akan dikembangkan fdalam rangka kerfaséma ekonomi
| t,
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antara Pemerintah RI dengan Pemeriﬁtah negara: lain.
( Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ PP No. 50 Tahun 1993 ).”

Terakhir, oleh Pemerintah diluncurkan sebuah paket
deregulasi yang™ justru memberikan peluang yang sangat
luas kepada penanam modal asing untuk menanamkan mo -
dalnya di Indonesia, yaitu PP No. 20 Tahun 1994:tentang
Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal asing.

Keleluasaan"-yang diberikan - antara lain berupa ba-
nyaknya bidang usaha yang semula tertutup untuk PMA men-
jadi terbuka, seperti pelabuhan, produksi beserta trans-
misi sekaligus distribusi tenaga listrik untukl umum,
kereta api, air minum, telekomunikasi dan sebagainya.

Bidang usaha  yang menguasai hajat hidup oyahg ba-
nyak yang seharusnya dikuasai oleh negara tersebut, se-
karang ini berdasar PP No. 20 Tahun 1994 dapat dfusaha-
kan oleh perusahaan PMA yang didirikan secara patungan
antara modal asing dengan modal yang dimiiiki-VWﬁ atau
badan hukum Lndonesia. |

Bahkan dalam hal kepemilikan yang dulu befdasarkan
PP No. 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan pemilikan sa-
ham dalam perusahaan HWA:peserta Indonesia memfﬂiki se-
kurang - kurangnya 51%, ‘kini dengan PP No.;,20 Tahun

1994 perusahaan domestik boleh menjual 95% dari saham-



nya kepada peserta asing.
Bagi ‘peserta asing kesempatan yang diberikan oleh
PP No. 20 Tahun 1994 ini merupakan kesempatan “yang sa-

ngat bagus, oleh karena dengan adanya PP tersebut pe -

serta asing dapat sgmakin mehperluas usahanya‘ di Indo-
nesia,

Dilihat dari segi positif, keluarnya PP No. 20 Ta-
hun 1994 memang akan semakin merangsang kehadiran PMA
di 'Indonesia, namun apakah Pemerintah sudah memikirkan
dampak negatifnya : bagi bangsa Indonesia, karena dari
PP itu terlihat adanya keinginan Pemerintah dntuk‘ mem—
perbolehkan modal asing mémasuk i bidang usaha di sektor
yang menyangkut hajat hidup‘orang banyak. ‘

Keluarnya PP No. 20 Tahun 1994 yang memberikan Ke-
longgaran yang sedemikfan luas bagi modal asing tersebut
memer lukan pengatdran lebih lanjut yang memberikan pe-
ngecualian bagi ‘bidaﬁg ‘usaha yang benar - benarﬁ sangat
penting bagi negara dan . rakyat yang memang 'beLum dapat
diusahakan sendiri oléhl bangsa Indonesia dengan modal
nasionalnya, lebih - lebih bilamana hal inj  &ikaitkan
dengan -pembaygunan nasioﬁ;l yang sekarang sedang. dilak-
sanakan di-segaia'bidang.-f . " |

Pembangunan nasional' yang untuk kelaﬁgsdngannya
membuthhkan\lbanyakr-dana, disatu sisi&disamaihg dapat

i
i
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meningkatkan - produksi nasional, maka disisi lain. harus
mempercepat pula pertuﬁbuhan lapangan kerja, Untuk,meng—
isi lapangan - kerja yang tersedia tersebut, diperlukan
tenaga kerja yang "memiliki kecakapan dan ketramp{lan
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Sehubungan dengan pembangunan ekonomi , investasi
mempunyai peranan yang sangat strategis dengan .multi

efek yang berupa 'peningkatan pendapatan, dan peniﬁg -

katan devisa, . yang kesemuanya akan bermuara pada. pe -

ningkatan pertumbuhan ekonomi, dan ini pada akhirnya
akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan ma -
syarakat.

Selain bersifat jangka panjang, investasi akan me -
lahirkan alih teknologi, alih ketrampilan manajemen
dan membuka“.lapangan kerja baru. Lapangan képja ini
penting wuntuk diperhatikaﬁ mengingat bahwa Inasalaﬁ
penyediaan lapéngan kerja . merupakan masalah yang di -
hadapi oleh Pemerintah; |

Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan investasi,
maka dalam -rangka penanaman‘ modal perusahaan }‘Iﬁérusa»
haanPMA/PVDN wajib menggunakan tenaga _kerja Lndonesia,
namun tidak, menutup kemungkinan untuk mengguna?an te -
naga kerja asing .apabila adawjenis peker jaan yghgfbelum

dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. (fPasal‘IO

o




71

UUPMA dan Pasal 19 UUPMDN j.

Tenaga kerja asing ini terbagi menjadi 2, yaitu

. Tenaga kerja asing pendatang, yaitu mereka yang

mendapat ijin masuk dengan memperoiéh hak un-
‘

tuk tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Z. Tenaga kerja asing’ penetap, yaitu mereka yang
diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia daﬁ di-
wajibkan memperoleh ijin menetap. { Sumber Kan-

tor Depnaker Kodya Semarang, 1996 ). .

Untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah tenaga
kerja asing pendatang atau yang biasa disebut‘ dengan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang f "TKWNAP ),
namun untuk mempermudah penulisannya akan penujds sebut

dengan tenaga kerja asing.

Keberadaan tenaga kerja asing di Indqﬁééia perlu
dibatasi agar tidak menghilangkan kesempatan yang di -
miliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara
umum Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 3 Tahun 1958 tentang Pe-
nempatan Tenaga Asing menetapkan bahwa Inajikaﬁ dilarang
mempeker jakan orang asiﬁg tanpa ijin tertulis dari Men-

teri Tenaga Kerja.

Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja akan memberikan
e ‘
ijin dengan -memperhatikan keadaan dan perkembangan pa-

sar kerja, misalnya kebutuhan tenaga kerja' asing dalam
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rangka penanaman modal, non penanaman modal, maupun da-
lam rangka melakukan pekerjaan bebas di Indonesia..

Penggunaan tenaga kerja. asing tersebut perlu di -
batasi dengan pengaturan, sehingga kemudian dikeluarkan
Keppres No; 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Ker-
ja Warga Negara Asing Pendatang yahg didalamnya me -
netapkan bahwa setiap pengguna tenaga kerja asing wajib
mengutamakan - tenaga kerja Indonesia di semua bfdang dan
jénis pekerjaan yang tersedia, kecuali apabila bidang
dan jenis pekerjaan yang tersedia tersebut belum atau
tidak sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indo -
nesia. Namun penggunaan tenaga kerja asing inipun di -
tetapkan sémpai bat;s waktu tertentu, artinya keberada-
an tenaga kerja asing di Indonesia tidak untuk selama-
nya.

Sehubungan dengan keberadaan modal asing, maka dalam
mengatasi masalah ketenagakerjaan ini Pasal 10‘ UUuPMA
dan Pasal 19 UUPMDN qebagéimana telah diuraikan dimuka
menggariskan bahwa, ﬁérusahaan - perusahaan ~ PMA/PVDN
wajib memenuhi kebutuhénnya akan tenaga ke}ia dengan
warga negara Indonesia. Penekanan yang dibe;ikan oleh
pasal - pa#al tarsebut adalah dalam rangka 1égpaya para

tenaga kerja Indonesia dapat memanfaatkan lapangan kerja

tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus
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dapat pula meningkatkan ketrampilan dan kemampuaﬁnyé.

Dengan adanya kema juan teknologi yang semakin tinggi
yang dimiliki oleh pemilik modal, diperlukan pertimbang-
an yang sangaf hati - hati untuk rﬁenentukan apakah akan
mengutamakan penyerapan tenaga kerja asebanyak xﬁungkin,
ataukah peningkatan pehgétahuan dan ketrampilan: tenaga
kerja Indonesia terhadap penguasaan teknologi yéng di-
miliki oleh pemilik modal.

Bila penyerapan tenaga kerja yang diutamakah, maka
ini hanya akanl menguntungkan dalam jangka pendekﬁ namun
dalam jangka panjang pengutamaan penyerapan tenaéa ker-
ja akan merugikan, karena dalam keadaan yang 4emik5an
tidak akan ada alih teknologi.

Darf hal ini terlihat bahwa keduya kepentingan ter-
sebut bertentangan satu sama lain, oleh karena: deingan
mengutamakan penyerapan tenaga kerja Indongsia; maka
peningkatan pengetahuan dén keﬁrgmpilan 'tenaga; kerja
Indonesia terhadap penguasaén teknologi akan “terlambat
untuk diperoleh, dan demikian pula sebaliknya. -

Dari adanya penguasaan terhadap pengetahuan dan
ketrampilan ini sangat diharapkan tenaga - fénaga ker-
ja Iﬁdonésié dapat 'bérperan penuh, sehinégél néntinya
setelah penanam modal kembali ke negara aséinya; maka

tenaga kerja Indonesia ini mampu melanjutkan pekerjaan




di perusahaan - perusahaan tersebut.

Namun -pilihan tersebut juga sulit untuk dilakukan,
karena dengan beror}entasi pada peningkatan kualitas
hanya sedikit jumlah tenaga kefja yang dapat ikut serta
dalam proses peningkatan kualitas tersebut. |

Apa yang ditekankan dalam ‘Pasal 10 UUPMA tersebut
diatas sampai dengan saat ini terlihat belum dapat
terealisir sepenuhnya disebabkan masih kurangnya ketram-
pilan dan keahlian yang dimiliki oleh tenéga kerja In-
donesia. Sehubungan dengan itu, Pasal 11 UUPMA mengatur
pengecualiannya, faitu untuk tenaga - tenaga pimpinan
tenaga - tenaga ahli atau jabatan - jabatan terten@u yang
belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia tnésih di-

perkenankan menggunakén tenaga kerja asing.

Pengecualian dalam Pasal 11 ini merupakan jalan
keluar sebelum ada tenaga - tenaga Indonesia yang da -
pat menduduki jabatan - jabatan tertentu atau mempunyai

keahlian / kemampuan untuk maksud tersebut. Dengan ka-
ta lain, sambil menunggu adanya tenaga Indonesia memiliki
keahlian yang dibutuhkan, maka dapat dipergunakan  te -
naga kerja asing.

Di Kotamadfa Daerah Tingkat 1! Semarang jumlaH pen-
cari kerja tahun- 1995/1996 jauh lebih tinggi ‘d;ripada

jumlah lowongan kerja, ini terlihat dari adanyé: pen -

i
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cari kerja tahun 1994/1995 sejumlah 62.430 orang yang
belum dapat ditempatkan, Jumlah ini makin be;ar dengan
adanya pencari kerja pada tahun 1995/1996 sejumlah 21,482
orang, rnamun yang dapat ditempatkan hanya 7.576 orang,
sehingga pada tahun 1995/1996 ada sisa yang be]um dapat
ditempatkan sejumlah 76.336 orang.

Dari sejumlah 76.336 orang yang bélum. dapat di -
fémpatkan tersebut, maka sejumlah 13.072 orang terkena
penghapusan o}eh Kantor Depnaker Kotamadya Daerah Ting-
kat Il Semarang, sehingga sampai dengan akhir tahun 1995/
1996 pencari kérja yang belum ditempatkan adalah 63.264
orang.

Yang dimaksudkan dengan penghapusan disini adalah
bahwa Kantor Depnaker Kotamadya Daerah Tingkat Il Se -
marang tidak mempunyail data apakah sejumlah 13.072 orang
tersebut sudah mendapatkan pekerjaan atau belum, karena
tidak ada laporan ‘déril yang Ibersangkutan. Seperti di -
ketahui seseorang ~yang membu tuhkan pekerjaan‘_hafus, men-
daffarkan diri ke'Depnéker cq. Ditjen Bina Guna setempat

untuk mendapatkan kartu kuning, dengan kewajiban selama

‘belum mendapatkan pekerjaan setiap bulan sekali me -

laporkan  diri, dan bilamana sudah mendapatkan -pekerjaan

harus mengembalikan kartu kuning tersebut.
: ' \

UPT-PUSTAK- WP
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Sedangkan data yang penulis peroleh dari Kantor
Depnaker Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga akan pe-
nulis uraikan berikut ini. ' |

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga- sisa pen-
cari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 1994/1995
sebesar 24.496 orang‘ ditambah pencari kerja .bafu pada
tahun 1994/1995 sebesar 8.104 orang, sehingga pada akhir
tahun 1994/1995 ada pencari kerja sejumlah 32.600 orang.
‘Sejumlah  32.600 orang tersebut yang dapat ditempatkan
hanya 2,242 orang, dan disampjng itu ada 2.500 orang
yang terkena penghapusan, sehingga pada akhir tahun 19-
94/1995 ada sisa yang belum dapat ditempatkan sejumlah
27.858 orang.

Padﬁ tahun berikutnya,' yaitu tahun 1995/1956 sisa
pencari ‘kerja yang belum ditempatkan pada tahun 1994/
1995 bertambah dengan pencari kerja baru sejumlah 6.610
orang, sehingga menjadi 34.468 orang. Dari sejumlah 34,468
orang tersebut yang dapat ditempatkan hanya ‘sejumlaﬁ
2.927 orang dan yang dihapuskan dari data Kantor Depnaker
Kotamadya Daerah Tingkat IT Salatiga sejumlah 15.376
orang , sehingga sampai dengan akhir tahuh»'1995/1996
ada sejumhah 16.165 orang yang belum ditemﬁatkénii

Angka - éngka yYang tertera diatas menunjukkan bahwa

. i i
i i
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lapangan kerja masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
Oleh karena itu, diharapkan meningkatnya investasi me-
lalui PMA/PMDN meningkatkan pula perluasan lapangan ker-
ja yang kemudian akan menyerap tenaga kerja. d§]am ju -
mlah yang makin banyak. |

Keberadaan PMA/PMDN selama ini membawa manflaat yang
sangat besar bagi masyarakat, salah satunya adalah ter-
bukanya ldpangan kerja yang dapat dilihat dari terserap-
nya "tenaga kerja Indonesia di perusahaan - peruéahaan
PMA/PMDN di Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang, yang
sampai dengan tahun 1995/1998 menunjukkan angka sebesar
187.036 orang, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sa -
latiga sejumlah 5.355 orang. ( Sumber : BKPMD Jawa Te-
ngah, 1996 ). |

Lebih lanjut 'dengan menunjuk pada Pasal 11 UUPMA
dapat diketahui .jumlah tenaga kerja asing yang ter -
dapat atau bekerja di 26 perusahaan PMA/PMDN di Kotama-
dya Daerah Tingkat 11 Semarang, yang [KTAnya masih ber-
laku per Juni 1996 sebesar 72 orang. | Sumber : BKPMD
Jawa Tengah, 1996 ).

Tenaga kerja sejumlah 72 orang tersebut terdapat

pada jabatan

a. tenaga pimpinan : 41 orang

b. tenaga teknik . : 31 orang,
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Adapun tenaga kerja asing ya%g terdapat atau bekerja
di 2 perusahaan PMA/PMDN di Kota@adya Daerah Tingkat 1]
Salatiga ada 3 orang yang terdapatépada jabatan

2. tenaga pimpinan 1 orang

b. tenaga teknik : 2 orang.

( Sumber : BKPMD Jawa Tengah, 1996 ).

;% Selanjutnya penelitian yang ipenulis lakukan di Ko-
i tamadya Daerah Tingkat 11 Semarang memberikan hasil yang
E: akan penulis-uraikan dibawah ini.

Di Kotamadya Daerah Tingkaé I'l  Semarang ada 28

perusahaan PMA/PMDN, dan yang penﬁlis teliti 5 perusaha-

| an, dengan hasil sebagai berikut :i

I. PT. Little Giant Steel ( PMA ).

- Bidang wusaha : indus%ri logam .dasar berupa

baja iembaran.

Mulai produksi : Tahun §996

Jumlah tenaga*

"kerja asing : dulﬁ 2 orang, sekarang |

orang { jabatan : Direktur Pro

Tenqga kerja

Indonesia yang




terserap : 115 orang.tennasuk staf.

Perusahaan inj pertama kali. beroperasi meng -
gunakan ténaga asing eragai supervfsi, vaituy
untuk menjelaskan cara pemakaian mesiﬁ fang di-
datangkan kepada tenaga kerjanya. Setelah tugas-
nya. selesai supervisor teréebut kembali: ke ne-
garanya,

Oleh karena perusahaan baru mulai beroperasi
pada tahun 1996, sehingga belum ada program pen-
didikan dan latihan untuk alih teknologi dan be-

lum ada hambatan yang ditemui.

2. PT. Indonesia Nanya Indah Plastiec ( PMA ).

- Bidang usaha‘ : Industri kimia bcrupa PVC sheet,
leather, dan sponge leather.

- Mulai produksi : Tahun 1976

- Jumiah tenaga

kerja asing' : ddlu 8 orang, sekarang 6 orang,

pada jabatan - jabatan :
- General Manager

- R&D Manager

, o Factory Manager

. ** - Printing Technician

Q.C.T.
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-Mould technician
- Tenaga kerja
Indonesia yang

terserap : 652 orang termasuk staf,

Perusahaan ini menggunakan tenaga- kerja asing
dengan pertimbangan karena dibutuhkannya modal
dan teknologi. Walaupun sudah lama beroperasi,
perusahaan ini tidak mempunyali Suatu bagian di-
dalam perusahaan yang khpsus menangani pendi -
dikan .dan latihan, Dalam hal ini pendidikan dan
latihan dilaksanakan secara langsung di lapangan
dengan cara mendampingi tenaga kerja as%ng.

Adapun tenaga kerja Indonesia yang sudah meng-
ikuti pendidikan dan latihan dengan cara tneﬁ -
dampingi ‘tersebut ada 17 orang, namun belum ada
xéng menggantikan tenaga kerja asing.

Selama menjalankan usahanya, perUSahaan tidak

menemui hambatan yang cukup berarti, hanya masalah

birokrasi dalam pengurusan surat - surat ijin.

3. PT. Meiho Manufacturing Indonesia ( PMA ).

- - Bidang usaha : industri kimia berupa spiral

springbed, spiral untuk jok mo -

bil, karet untuk bawah kursi.




- Mulai produkéi
- Jumlah tenaga
kerja asing

- Tenaga kerja
Indonesia yang

terserap

Tahun 1994

2 orang

50 orang termasuk staf.
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Perusahaan ini menggunakan tenaga kerja asing

dengan pertimbangan utama karena membutuhkan modal,

sehingga pemilik modal menempatkan orangnya di per-

sahaan tersebut untuk mengawasi operasional perusa-

haan, yaitu pada jabatan

- Financial manager

- Presiden Direktur

Walaupun termasuk perusahaarn baru, PT. Meiho su -
dah mulai menjalankan program pendidikan dan‘latih—

an dengan cara mengirimkan 2 orang tenaga kerja In-

donesia ke negara

asal' mesin.

4, PT. Fumira { PMA').

- Bidang usaha

- Mulai produksi:

industri barang logam berupa baja

lembaran lapis seng bérbentuk plat

~dan gelombang.

Tahun 1370
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- Jumlah tenaga
kerja asing : dulu 9 orang, sekarangIZNorang,
“dengan jabétan
- Production Director

- Teknisi Metalurgi Bidang Quality
R

Control.
- Tenaga kerja
Indonesia yang
terserap : 251 orang termesuk staf.

Perusahaan ini melaksanakan program pendidikan’
dan latihan bagi tenaga kerja Indonesia secéra lang
sung berupa praktek di lapangén dengan cara mendam-
pingi tenaga kerja asing.

Jumlah tenaga kerja Indonesia yang telah meng :

ikuti pendidikan dan latihan di perusahaan ini +/-

70%, dan 5 orang diantaranya telah dapat mengganti-

% kan kedudukan tehaga kerja asing yang ada. .

5. PT. Lamicitra Nusantara ( PMDN ).

- Bidang usaha : jasa konstruksi

- Mulai operasi-
nal : Tahun 1993

- Jumlah tenaga | :

kerjé asing : dulu 2 orang, sekarang ! orang (ja 1
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batan : marketing Advisor ).

- Tenaga kerja

Indonesia yang

térserap : 77 orang termasuk karyawan harian.

i

PT. Lamicitra Nusantara adalah perus;haan pe -~
ngembang sekaligus pemilik dari Kawasan Berikat Nu
santara, 3

Penunjukén sebagian kawasan industri.déri PT.
Lamicitra Nusantara menjadi kawasén Berikat adalah

berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1993 tentang

Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha ka

wasan industri PT. Lamicitra Nusantara untuk dibe-
rikan status sebagai Kawasan Berikat ( ‘Bonded Zone)

Didalam Kawasan Berikat Nusantara ini terdapat

14 perusahaan PMA yang menempati pabrik - pabrik

yang dibangun. oleh PT. Lamicitra Nusantara de-
ngan status sewa.
Adapun ke-14 perusahaan PMA yéﬁg. berlokasi

di Kawasan Befikat Nusantara tersebut .adalah

1. PT. Luxindo Nusantara (industri kacé)
2. PT. John's Glove Factory (industri sarung

.tangan).
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3. PT. Maitland Smith Indonesia (indust;i mebel)
4. PT, Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia
{industri mebel)
5. PT. Sterling‘“bod Prima (industri mebel)
6. PT. Tanjung Permai (industri lantai dari papan)
7. PT. Tigermandifi Pratama ({(industri alat suntik
dari balstik)
8. PT. Metec Semarang (industri komponen listrik)
9. PT. Anggun Indonesia Inside Out Fééhion Ltd.
(industri garmen)
10. PT. Surya Mulya Bangun Indo (industri Rabel
listrik)
1. PT. AST Indonesia (industri kotak speaker)
12. PT. Korina Semarang {industri garmen)‘
13. PT. Centratex Indah Busana {industri garmen)
14. PT. InTAC. Brass Indonesia (industr%'peralatan

rumah tangga dari- kuningan)

Selanjutnya peneli'tian yang penulis lakukan di 2
perusahaan PMA/PMDN di Kotamadya Daerah Tingkéﬁ I1 Sala-

tigé memperoleh hasil sebagai berikut

1. PT. Damatex { PMDN )
- Bidang usaha : Industri tekstil, mulai dari ka -

pas sampal menjadi kain.
R |

i
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- Mulai produksi : Tahun 1961
- Jumlah tenaga
kerjé asing : duiu 2 orang, sekarang 1 orang

( jabatan : Spinning Supervi-

sor )
Tenaga kerja
Indqnesia yvang
terserap : 3.943 orang.

Perusahaan ini mempérgunakan tenaga" kerja
asing -dengan pertimbangan dibutuhkannya modal
dan teknologi.

Pertama kali menggunakan tenaga kerja asing
sebanyék ‘5 'orang sebagai Supervisor, vyaitu
pada ‘waktg mendatangkan mesin untuk menjelas-
kan cara menggunakannya, dan setelah. selesai
tenaga kerja asing ini kembali ke negaranya.

Untuk aj&h teknoelogi, PT. Dématex mel ak-
sanakan pepdidikan dan latihan dengan cara
mendampingi pada waktu tenaga‘ kerja asing
menjalankan pekerjaannya. |

Perusahéan -ini mempunyai suatu. bagian yang
melaksanakan“program pendidikan-. .dan latihan
. setiap tahun aécara terﬁrogrmn dqﬁ jum1ah te-
naga kerja ghdonesia yang - suggh mengikuti

?l .

i s
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program .ini +/- 30%, tetapi program tersebut
khusus diperuntukkan staf dalam rangka alih
manajémen.

Mengenai hambatan, selama menjalankan usaha-

nya .perusahaan ini tidak pernah mengalami.

2. PT. Timatex { PMA )
- Bidang.usaha 't industri tekstil
- Mulai produksi : Tahun 1976
- Jumlah tenaga
kerja asing : dulu pernah sampai 15 orang, se
karang 2 orang dengan jabatan
- Direktur Produksi
- Dyeing / Finishing Supervisor
- Tenaga kerja
I'ndonesia yang

terserap : 1.412 orang.

PT. Timatex menggunakan tenaga .kerja asing
sejak pertama kali berdiri, dengan pértimbang—
an untuk alih teknologi.

'Waladpun'tidak mempunyai suatu‘bagian dalam
perusahaan yang khusus menangad{ 1pendidikan
dan latihan, namun +/- 80% dari séluruh tenaga

ker}a Indonesia yang ada sudah mengikuti pen-

Vo
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didikan dan latihan yang diadakan .oleY perusa-
haan bekerjasama dengan Kantor Depnaker Kota-
madya Daerah Tingkat I1 Salatiga, Dan- disamping
ftu, perusahaan ini juga melaksanakan pendidik-

an dan latihan dengan cara mendampingi’,

Perusahaan - perusahaan PMA/PMDN tersebﬁt diatas
mendatangkan tenaga kerja asing dengan pertimbangan
utama kafena menanamkan modalnya pada perusalaan ter -
sebut, sehingga .mereka tidak akan mungkin mempercaya -
kan sepenuhnya pengelolaan modal itﬁ kepada orang In -
donesia, oleh karena itu mereka kemudian mendatangkan
tenaga kerja asing ‘ini untuk ditempatkan di perusahaan
PMA/PMDN dalam kedudukan sebagai waki! dari pemilik mo-
dal asing tersebut. Yang kedua, karena menggunakan mesin
yang didatangkan dari luar negeri, maka mereka sekali-
gus mendatangkan tenaga ahlinya untuk memasang -mesin
dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk rmenggunakan
mesin itu dan setelah selesai tenaga kerja aging atauy
supervisor itu kémbali ke negaranya. |

Berikutnya, karena adanya kewajiban alih tekno -
logi kébéﬁa tenaga kerja Indonesia, maka ‘tenaga Kkerja

asing yang sekarang masih digunakan di ‘perusahaan -

perusahéan HWA/PNDN selain pada jabatan pimpinan, ada-.

i
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lah tenaga - ténaga teknik yang wuntuk tiap perusahaan
bidang keahliannya berbeda disesuaikan dengan -bidang
usaha yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk peru -
sahaan tekstil ~ ada Spinning Supervispr’ ( PengaWas Pe -
mintalan }, dan Dyeing Supervisor ( Pengawas Pencelup
an ). Untuk industri kayu ada Designer, Lumber Dry
Kiln Technician ( Teknisi pengeringan kayu )} dan Saw
Technician ( Teknisi penggergajian ) dan sebaéainya.
Manfaat lain yang diharapkan dari keberadaan te -
naga kerja asing adalah agar tenaga kerja Indoﬁesia da-
pat menambah péngetahuan dan ketrampilan dari luar,

sehingga--pada ‘suatu  sasat Eenaga kerja Indonesia dapat

mandiri dan lebih jauh tenaga kerja Indonesia dapat me-
lanjutkan peker jaan di lingkungan perusahaan apabila
tenaga kerja asing kembali ke negaraﬁya.

Sehubungan dengan maksud yang terdapat dalam Pa -
sal 10 dan Pasal 11, dan agar lebih cepatnya tenaga ker-
Ja Indonesia dapat menduduki atau tenaga - tehaga kerja
asing dapat mengalihkan pekerjaannya ke tenaga kerja
Indonesia, maka perusahaan PMA diharuskan Ineﬁjelenggara-
kan dan/atau menyediakén fasilitas pendidikan:'dan' la-
tihan didalam dan/atau ai luar negeri , sebggéimana di-

nyatakan dalam Pasal 12 UUPMA sebagai berikut

A



" Perusahaan - perusahaan modal asing
berkewajiban menyelenggarakan dan /
atau menyediakan fasilitas - fasi -
litas latihan dan pendidikan di da-
lam dan / atau di luar negeri se -
cara teratur dan terarah bagi warga
negara Indonesia dengan tujuan agar

berangsur - angsur tenaga - tenaga
warga negara asing dapat diganti
oleh tenaga - tenaga warga negara

Indonesia. "

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 20 UUPMDN

sebagai berikut::

" Perusahaan - perusahaan, baik nasio
nal maupun asing, wajib menyelengga
rakan dan / atau menyediakan fasi -
litas - fasilitas latihan dan pen -
didikan bila dipandang perlu oleh
Pemerintah. "

Berkaitan dengan kewajiban pendidikan

kan

( 1 ). Setiap pengguna TKWNAP wajib me -
laksanakan program. penggantian TK
"WNAP ke Tenaga Kerja Indonesia.
( 2 ). Dalam rangka pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud dalam ayat
( 1), pengguna TKWNAP wajib
~"a. menunjuk Tenaga Kerja Indone -
. sia sebagai Tenaga Pendamping
pada jenis pekerjaan yang di -
pegang oleh TKWNAP;

89

j latihan
gﬁ ini, Pasal 8 Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Pengguna-

an Tenaga 'Kerja Warga Negara Asing Pendatang Inenyata -
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b. menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan bagi Tenaga Kerja In-
donesia yang dipekerjakan, baik
sendiri maupun menggunakan jasa
pihak ketiga.

Dalam praktek, terhadap kewajiban menyediakan fa-
silitas pendidikan dan latihan ini tidak semua peru -
sahaan memilikinya. Dalam hal ini ada perusahaan yang
mempunyai bagian khusus yang menangani pendidikeén dan
latihan, tetapi sebagian besar perusahaan melaksanakan
pendidikan dan latihan secara tangsung, artinya tenaga

kerja Indonesia mendampingi tenaga kerja asing pada

waktu tenaga kerja asing tersebut melakukan pekerja -

annya,
Dalam hal 1ini, perusahaan mempunyai kewajiban un-
tuk memberikan laporan mengenai pelaksanaannya secara

b

periodik ke BKPMD sebagai instansi yang menerbitkan
IKTA dengan dilampiri Surat Keputusan Pengangkatan dan
KTP tenaga kerja Indonesia yang, mendampingi tersebu%.

Pada =~ kenyataannya, walaupun ada kewajibqn untuk
melaporkan pelaksanaan pendidikan dan latihan'_sebagéi—
maana telah diuraikan, hémun instansi terkait  sendiri:
sulit wuntuk mengetahui apakah tenaga kerjaﬂ Indonesia
tersebut benar - benar télah mengikuti pendidfkan dan

latihan, oleh karena data yéng masuk adalah dataradminis—

A



tratif, sedangkan data fisik di lapangan yang menyangkuf
.masalah teknis sukar diketahui.

Selain pendidikan dan latihag dengan cara mendam-
pingi tersebut, ada pula perusahaan yang mengirim te -
naganya ke seminar, kursus dan semacamnya, baik di da-

lam maupun di luar negeri untuk menambah keahlian dan

ketrampilannya. -

B. Pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing

Tenaga kerja asing diperlukan dalam rangka pening-
katan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada te. -
naga kerja Indonesia, sehingga pemberian ijin mempe -
kerjakan tenaga kerja asing operiu diatur sedemikian
rupa agar kesempatan kerja bagi warga negara Indone -
sia untuk menduduki tempat yang' layak dalam lapangan
kerja tetap terjamin.

| Dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja
asing di perusahaan HWA[HMDN,‘ Pasal 2 Keputusan Men -
teri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 15/
SK/1993 tentang Tatacara, permohonan PMDN dan PMA me -

nyatakan | |
" Perusahaan PVDN/PMA yang telah men-

dapatkan Surat Persetujuan dari MEN
INVES/Ketua BKPM "wajib mengajukan
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permohonan untuk memperoleh perse -
tujuan. dan atau izin pelaksanaan pe
nanaman modal dari tingkat pusat
dan atau tingkat daerah, yang diper
lukan untuk melaksanakan . penanaman
modalnya, "

Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal
dari instansi ‘pingkat pusat ini yang berkaitan. dengan
penggunaan tenaga Kkerja asing sebagaimana dia;as ada -
lah

I. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tehaga Kerja

Asing ( RPTKA ). |

Keputusan ini dikelﬁarkan oleh MENINVES/ Ketua
BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dengan tem- -
busan ke Depnaker, Departemen teknisl yang ber-
sangkutan dan BKPMD setempat. .

Surat Keputusan RPTKA ini merupakan perse -
tujuan rencana jumlah,'jabatan, dan jangka waktu
penggunaan téﬁaga kerja asing diperlukan dalam
masa produksi serta reﬁcana penggantiannya oleh
tenaga kerja Indonesia. RPTKA ini menjadi dasar
untuk pemasukanl‘Tenaga Kerja Warga Neéara Asing
Pendatang dan penerbitan ljin Kerja Téqaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang.

RPTKA ini selalu ada kalau perusahaan yang

bersangkutan adalah perusahaan penanaman modal,
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tetapi harus selalu diperpanjang setelah jang-
ka waktu 1 tahun habis. ' :

RPTKA ini merupakan indu¥ dari 'kéberadaan
tenaga kerja asing, karena isinya merupakan da-
sar bagi BKPMD untuk menerbitkan IKTA, |

2. Keputusan tentang Ijin Kerja Tenaga ‘Ke}ja War -~
ga Negara Asing Pendatang ( IKTA ).

Keputusan ini dikeluarkan oleh MENINVES /Ke -
tua BKPM atau Ketua BKPMD atas nama Menteri Te-
naga Kerja berdasarkan RPTKA, sebagaf ijin ba-
gi ﬁerusahaan untuk mempekerjakan sejumlah TK-

WNAP dalam jabatan atau periode tertentu.

Tenaga Kerja A§ing dalam rangka menjalankan pe -
kerjaan berada di Indonesia dalam jangka waktu ter -
batas, sehingga secara umum sebagaimana dengan orang
asing lainnya keberadéannya di Indonesia ha{us melalui

prosedur - prosedur keimigrasian, dan secara khusus se-

"bagai tenaga kerja asing harus memenuhi persyaratan ke-

tenagakerjaan yang berlaku.
Untuk dapat menggunakan tenaga kerja éSing di -
perlukan. langkah - langkah pengurusan berbagai macam

surat ijin dengan urutan sebagai berikut
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TA - 01

TA - 01 ini merupakan surat rekomendasi pengurusan
Visa wuntuk tujuan bekerja yang dikeluarkan oleh
BKPMD kepada Direktorat Jendral Imigrasir dalam
bentuk TA - 01,

TA - 01 dapat diminta di BKPMD setempat dengan

dilamgiri

a. Surat permbhonan yang dibuat oleh perusahaan
yang mendatangkan tenaga kerja asing, diaju-
kan ke MENINVES/Ketua BKPM.

( Surat ini biasa disebut dengan Surat Spon-

sor ).

b. Mengisi formulir PPt.?2

c¢. Paspor Tenaga Kerja Asing ( TKA )

d. F.c. RPTKA

e. F.c. Aktg pendirian perusahaan sponsor ( pe-
rusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing)

f. F.c. Ijin Usaha Tetap atau Surat Pemberitahu-
an BKPM perusahaan sponsor. i

g. F.c. NPWP peru;ahaan sponsor

h." Pasphoto TKA ukuran 3 x 4 = 1 lembar

i. F.c. ijazah terakhir TKA
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j- F.c. surat pengalaman bekerja TKA

( i dan j dicap dan ditandatangani oleh pe-
ngurus perusahaan sponsor, dan bfasanya di-
sebut pengesahan )

k. F.c. Daftar Riwayat Hidup tenaga kgfjé' asing
yang ditandatangani tenaga kerja asing dan
disahkan oleh perusahaan sponsor.

Apabila seluruh Syarat sudah dipenuhi, BKPM
€q. Karo Perijinan dan Fasilitas atas ﬁama MEN-
INVES/Ketua BKPM akan mengelaurkan Surat Per -
sefujuan ‘meﬁdatangkan tenaga kerja aéing yang

disebut dengan TA - 01.

Visa Berdiam Sementara
Visa Berdiam 'Sementara ini diajukan ke Di -
rektorat Jendral Imigrasi Sub Dit Visa dengan
dilampiri |
a. Surat sponsor
b. TA - 01 asli
c. F.c. Paspor selﬁruh haLaman
d. F.c. IUT / SPT BKPM
e.-F{é} Akte pendirian perusahaan.

f. F.c. NPWP
g. F.c. KTP Direksi
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h. Mengisi formulir dan surat pernyataan’ / jaminan

sponsor,

Berdasarkan persyafatah - tersebut .Direktorat
Jendral Imigrasi akan mengadakan koqrdinasi de-~
ngan Instansi Security ( Bakin, BAIS, ABRI atau
Polri ) wuntuk "Security CIearanﬁe calon tenaga
kerja asing,

Apabila security clearance disetujui, Dit,
Jend. Imigrasi akan mengeluarkan Telex penguasa-
an pemberian Visa kepadé KBRI tujuan. Telex ter-
sebut kemudian akan dikirim ke tenaga kerja
asing' untuk dibawa ke KBRI setempat. Selanjut-
nya KBRI setempat ini akan memberikan Visa Ber-
diam Sementara untuk waktu 1 tahun yéng dicap
pada Paspor tenaga kerjé asing.

Pada waktu tenaga kerja asing sampai di In-
donesia, di airport , baspornya akaﬁ dicap oleh
petugas Imigrési dengan ketentuan dalam waktu
3 harf yang bersangkutan wajib lapor di Kantor
Imigrasi yang terdekat ( biasanya dflTelex sudah
disebutkan ), untuk membuat Kartuy Ijin Tinggal

Terbatas ( KITAS ).
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Kartu Ijin Tinggal Terbatas { KITAS )

KITAS ini-diajukan ke Kantor Imigrasi se -
tempat dengan dilampiri
a. Surat Sponsor .

b. F.c. TA - 01

c. F.c. RPTKA

d. F.c. Paspor seluruh hal aman

€. Mengisi formulir - formulir Imigrasi ( Form

Perdim ),

Untuk keperluan ini tenaga kerja asing da-
tang ke Kantor Imigrasi untuk pasphoto, dan
sidik jari dokumen - dokumen. -

Setelah syarat terpenuhi, Kantdrl Imigrasi
akan mengeluarkan KITAS dan Buku POA ( disebut

Buku Biru-).

I1jin Kerja Tenaga Asfng ( IKTA )

Permohonan IKTA, baik baru maupun perpan -
jangan, diajukan ke BKPMD dengan melampirkan
syarat - syarat sebégai berikut
a. Surat sponsor
b. F.c. TA - 01
c. F.c. KITAS dan Buku POA

d. F.c. Paspor seluruh halsaman
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e. F.c. Akte pendi;ian perusahaan sponsor
f. F.c. RPTKA
g. F.c. IUT / SPT BKPM
h. F.c. Léporan Kegiatan Penanaman Modal /LKPM
i. Surat Kuasa pengurusan dari tenaga kerja
asing ke yang mengurus
j. Pasphoto TKA ukuran 4 x ¢ = 4 lembar
Setelaﬁ syarat - syarat tersebut dipenuﬁi,
Ketua BKPMD akan mengeluarkan IKTA yang berups
buku berwarna merah dan ada SK IKTAnya 'untuk.
MENINVES / Ketua BKPM atas nama Menteri Tenagd

Kerja dengan tembusan kepada Kantor 'Depnaker

setempat.

Surat Keteraugan Lapor Diri { SKLD )
Surat ini diajukan ke Bag. POA Dit. IPP Polda
setempat dengan dilampiri
a. Mengisi formulir yahg tersedia dengan‘Aitanda—
tangani tenaga kerja asing dan sidik‘jarinya.
b. F.c. Psspor seluruh halaman
c. F.c. KITAS dan Buku POA
d. F.c. IKTA atau TA - 01 |
e. F.c. Surat Ketergngan Tempat TinggaLf(SKTT),

atau kalau surat jni belum ada, untuk.sementara

1
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dapat diganti dengan Surat Keterangan dari

RT/RW dulu,

“f. Surat sponsor

g. Pasphoto TKA ukuran 4 x 6 = 4 lembar dan
ukuran 3 x 4 = 2 lembar.
Setelah syarat . ini dipenuhi, tenaga kerja

asing akan diberi Surat Keterangan Lapor Diri

( SKLD ) yang berbentuk buku saku berwarna kuning.

Surat Tanda Melapor Perusahaan ( STMP )

STMP diajukan ke Polres setempat dengan di-
lampiri :
a. F.c. Paspor seluruh‘halaman
b. F.c. KITAS dan Buku POA
c. F.c. IKTA ( kalau IKTA belum selesai diurus,
untuk sementara dapat diganti dengan TA -
01 ).
STMP yang dikeldarkan oleh Polres berbentuk

selembar kertas ukuran 1/2 folio.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Semen -
tara ( SKPPS }. .
SKPPS diajukan ke Bagian Xependudukan Pemda

Tiﬁgkat IT setempat dengan dilampiri



100

a. F.c. Paspor seluruh halaman

b, F.c. KITAS dan Buku POA

¢c. F.c. IKTA atau TA -;01

d. F.c, STMP ( kalau belum jadi dapat di -
susulkan }. |

SKPPS ini juga berupa selembar kertas.

Surat pelaporan tenaga kerja asing
Surat ini diajukan ke Kantor' Sospol setempat
dengan dilampiri
a. F.c. Paspér seluruh halaman
b. F.c. KITAS dan Buku POA
c. F.c. IKTA atau TA - 01
d. F.c. SKPPS dan STMP ( kalau surat ini belum
selesai dapat'disusulkan kemudian ).
e. Mengisi formulir yang tersedia di  Kantor
Sospol setempat.
Surat pelapo;an .tenaga kerja aéihg ini se-
telah jadi beruﬁa selembar surat "tanda terima

pelaporan tenaga kerja asing.

Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT )
SKTT dapat diminta di Kantor Kelurahan se
sual dengan alamat yang tertera di KITAS di -

lampiri

i
v

UPT-PUSTAE-THAIP

1
e
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a. F.é. Paspor seluruh halaman

b. F.c. KITAs dan Buku POA

c. F.c. SKPPS, STMP, dan Surat pelaporan ‘tenaga
kerja asing

d. F.c. IKTA atau TA - 01

SKTT -inf juga berupa selembar surat,

10. Pajak Bangsa Asing ( PBA )
PBA dibayar di Kantor Dipenda setempat untuk

1 tahun, dengan dilampiri |
a. F.c. Paspor seluruh halaman

b. F.c. KITAS

c. F.c. Buku POA

d. F.c. SKPPS

e. F.c., ST™MP

f. F.c. Surat pelaporan tenaga kerja asing
g. F.c. IKTA atau TA - 01
“h. F.c: SKIT

i. F.c. SKLD

11, Laporan kgberadaan tenaga kerja asing
Laporan ini . disampaikan ke Kantq} Depnaker
» setempat denganwdilampiri
-a. F.oc. IKTA atéu TA - 01 ;
b. F.c. KITAS atau Buku POA #;ﬂ

bl

[ L

1
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c. F.c, STMP
d. F.c. SKPPS

! g e. F.c. Surat pelaporan tenaga kerja asing

f. F.c. SKTT

" F.c. pe]uhasan Pajak Bangsa Asing

L
gq
..

h. F.c. SKLD

i. Surat pengantar dari perusahaan sponsor

E ' i. Mengisi formulir yang disediakan Depnaker

Dari ﬁraian diatas berarti ada 11 ( sebelas §-macam
persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan
sponsor { perusahaan yang mendatangkan - tenaga kerja

asing ) maupun oleh tenaga kerja asing yang Bersangkutan.

% Masing - masing surat tersebut diatas jangka wak-
tu berlakunyé adalah 1 ( satu ) tahun dan apabila di -
perlukan dapatl diperpanjang untuk- 1 ( satu ) tahun be-
rikutnya. Apabila akan diperpanjang sebaikﬁya mulai di-
proses 1 @ 2 bulan sebelum masa berlakunya habis, yaitu
supaya tidak terjadi keterlambatan pelaporan / pengurus-
an, dikarenakan tiap surat membutuhkan waktu 1 @ 2 minggu
untuk pengurusannya. ._
Apabil? ﬁerusahaan terlambat mengajukan Pefpan ~
jangan, maka tenaga kerja gsing yang bersangkﬁfan akan

i di EPO, artinya untuk sementara waktu tenaga kerja &asing
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harus keluar dulu dari wilayah Indonesia sambil me -
nunggu selesainya surat - surat yang dibutuhkan. Karena
pertimbangan biaya dan waktu, 'b-iasanya tenaga kerja
asing yang di EPO 1ini masuk ke negara terdekat dari In-
donesia, misalnya Singapura.

Sesluai dengan aturan yang berlaku dij Indonesia ke-
beradaan tenaga kerja asing diluar Direksi adalah: untuk
waktu 1 ( satu ) tahun, dengan 2 ( dua } kali perpan -
jangan yang masing - masing un‘tuk waktu 1 ( satu ) ta-
hun juga, sehingga maksimal mereka berada di Indonesia
adalah selama 3 ( tiga. } tahun. "Namun apabila keahli -
annya masih dibutuhkan IKTAnya dapat diperpanjang lagi,
tetapi lebih dulu dimintakan EPO ke Kantor Imigrasi se-
t'empat.

Untuk perpanjangan IKTA ini prosesnya dirnul,éi da-
ri awal, tetapi TA - 01 diganti dengan TA - 02 ( TA Per-
panjangan )} dan diajukan ke BKPMD ‘30 hari sebelum TA -
01 habis masa berlakunya. Ini ‘berarr.i selambat - =Iambat-
nya 30 hari sebelum TA - 01 habis masa bep!akuﬁya harus
sudah diketahui apakah tenaga kerja asing yang bersang-
kutan akan diperpanjang masa kontrak kerjanya.

Adapunp prosedur yang harus dilalui untuk_.mengaju—
kan IKTA, pertama - tama pemohon IKTA mengajukan-‘ rekomen-

dasi perpanjangan IKTA ke Kantor Depnaker setempat, ke-
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mudian pemohon membawa rekomendasi tersebut ke BKPWD

untuk dimintakan perpanjangan IKTA dengan dilampiri

a, Buku IKTA

b. Bukti pelunasan pembayaran PRA

¢. Bukti pelunasan IWPL

d. Laporan reszlisasi pelaksanaan program -peﬁdidik—
an dan latihan dan / atau program peng-Indonesia-
nisasian tenaga kérja.

€. F.c. RPTKA yang masih berlaku

f. Pasphoto TKA ukuran 4 x 6 = 2 lembar.

Permohonan perpanjangan IKTA dapat disefujui oleh
BKPMD sepanjang memenuhi . ketentuan formal dan keberada-
an tenmaga kerja asing yang bersangkutan benar - bgnaf
masih diperlukan. Untuk ﬁengetahui apakah tenagé kerja
asing tersebut benar - benar masih diperlukan oleh pe-

rusahaan, " BKPMD akan melakukan pemeriksaan di lapang -

~an. Dan dalam praktek selama ini hampir seluruh permohon-

an perpanjangan ijin disetujui oleh BKMPD.

Setelah permochonan .‘ﬁerpanjangan disetujui, ‘ﬁléh
BKPMD dkan dikeluarkan TA - 02 ( TA Pérpanjangan)ujke—
pada Kantor‘ fmigrasi untuk Perpanjang Ijin 'Tinggélllse;
sual dengan maksud kerjanya. Sambij i menunggu pefpanjéngan_ﬁ

KITAS, BKPMD dapat mengeluarkan IKTA Sementara

L

‘;;TA -

|



04 ). Atas dasar itu Kantor Imigrasi mengadakan koordinasi
dengan Instansi Security sebagai dasar pengeluaran K]-
TAS. Berikutnya perpanjangan KITAS- dikirim kepadé‘ pe -
mohon dan BKPMD. |

Fotocopy persetujuan 'perﬁanjangan KITAS harus di-
bawa oleh perusahaan sponsor kepada Ketua BKPMD guna
menerbitkan SK Perpanjangan IKTA.

Sekarang ini .yang menjadi kendéla yang dirasakan
oleh perusahaan adalah bahwa RPTKA hanya berlaku 1 tahun,
sedangkan pengurusan surat - surat memakan waktu cu -
kup lama. Untuk mengatasi kendala ini, maka samgil me -
nunggu RPTKA dan IKTA diproses perusahaan -dapat meminta

rekomendasi perpanjangan IKTA kepada Kantor Depnaker

setempat.

Mengenai luran Wajib Pendidikan dan Latihan se -
bagaimana tertera dalam persyarsztan perpanjanggn\ IKTA
diatas, tenaga kerja asing ‘yang sudah_ 3 tahun menjalan-
kan kontrak kerja dan kontr;knya diperpanjang sesuai
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-143A/MEN/9O1
tentang luran Wajib -Pendidikan dan Latihan { IWPL ) se-
besar US$ 150.00 per bulan per tenaga kerja gsfng, de -
ngan ketentuan

- US$ 75.00 disetor ke Departemen Teknis iahg mem-

bawahi bidang kegiatan perusahaan yang ber -
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sangkutan;

- US$ 75.00 disetor ke Depnaker.

ITuran W@jib Péndidikan dan La;ihén hanya dikeﬁa -
kan bagi penguséha atau perusahaan yang mempekérjakan
tenaga kerja asing yang telah melampaui batas waktu yang
ditentukan, dan penarikannya dilakukan oleh Depnaker
dengan pertimbangan dibutuhkannya biaya untuk mendorong

-usaha peng-Indonesianisasian tenaga kerja melalui usaha-
usaha pendidikan dan latihan tenaga kerja Indonesia.

Sebaliknya apabila . tenaga kerja asing tidak di -
perpaﬁjang masa kontrak kerjanya, maka perusahaan harus
minta EPO ( Exit.Permit Only ) ke Kantor Imigrasi se -

tempat dengan dilampiri

a. Surat pemberitahuan EPQ yang berisi data tentang .
tenaga kerja asing, seperti No. Paspor, No. KITAS
dli.

b. KITAS asli

c. Buku POA

d. F.c. Paspor

e. Paspor asli }ang oleh Kantor Imigrasi akaﬁ‘diberi

cap EPO.
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Selanjutnya EPO tersebut dilaporkan ke BKPMD de

ngan dilampiri

a. Surat pemberitahuan sponsor

b. Surat keterangan bahwa fenaga kerja asing yang

bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di

per -
usahaan sponsor

c. Bukti EPO dari Kantor Imigrasi

d. Buku IKTA astli.

Peraturan - peraturan yang diberlakukan bagi te -

naga kerjé asing tersebut diaﬁas merupakan salah satu
upaya Pemerintah untuk membatasi mempekeriakan ténaga
kerja warga negra asing pendatang di Indonesia, karena
pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk
warga negara Indonesia. Namun hal ini tidak dimaksud -
kan untuk menutup sama sekali kehadiran tenagé ker ja

asing yang akan dipekerjakan di Indonesia, karena dalam

rangka alih teknologi keberadaan mereka tetap.diperlukan.

C. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap

‘tenaga kerja asing.

Negara Indonesia sebagai ‘bagian dari suatu sistem

lingkungan pergaulan dunia internasional mau. tidak mau
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harus membuka diri bagi masuknya warga negara dari ne-

gara - negara lain ( orang asing ). Hal ini sudah me -

rupakan’ kesepakatan timbal balik antar negara di dunia

internasional. Berdasarkan kesepakatan itu, seseorang

diperbolehkan masuk ke negara lain dan sebaliknya,

Akan tetapi untuk dapat masuk ke suatuy negara ten-

tu saja orang asing tersebut harus meminta ijin ter -

lebih dahuluy képada negara yang bersangkutan. Demikian

atau semen-

tara harus mempunyai bukti bahwa ia masuk secara sah

ke negara tersebut.

Sementara itu, dikarenakan jumlah orang asing makin

bertambah banyak, maka sangat diperlukan adanya pe -

ngawasan terhadap orang asing. Dan .Supaya pengawasan

itu mencapaij tujuannya, maka ditentukan pula kewajiban

bagi orang asing untuk mempunyai keterangan diri.
Pengawasan terhadap orang asing ini dilakukan ka-

irena selain Indonesia bertanggung

jawab dengan keberada-

'an orang asing tersebut kepada negara asalnya maupun

dunia internasional pada umumnya, juga pengawasan ter-
. i
sebut berguna untuk menjaga tetap tegaknya negara In T

keamanan

donesia, kKhususnya dari segi pertahanan dan

negara. .
|

Sehubungan dengan itu, orang aéing yang ingin m#suk
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ataupun menetap di Indonesia akan dipertimbangkan dari
segi politik,ekonomi, sosial, dén budaya. Pertimbangan
ini .perlu diIakukaﬁ sehubungan dengén pembangunan na -
sional yang- sedang dilaksanakan, perkembangan ilmu pe-
ngetahuan daﬁ teknologi dan perkembanéan hubunganl in -
ternasional dengan konsekwensi meningkatnya jumlah orang
asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Lebih lanjut mengenai kewajiban orang asing untuk
mempunyai keterangan diri, maka Pasal € ayat ( 1, ) UU

No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan

" Setiap orang asing yang masuk wi -

layah Indonesia wajib memi liki
Visa., "

Yang dimaksud dengan Visa adalah ijin tertulis yang
diBerikan oleh pejabat yang berwenahg pada Perwakilan
RI atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerin-
tah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing luntuk
masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Pemberian Visa 1ini bersifat selektif ( sélective
policy ), artinya hanyé  dapat diberikan kepada orang
asing yang dapat memberikan manfaat kepada Indonesia,
serta tidak bermusuhan terhadap rakyat maupun:‘negara

Indonesia,
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4

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian lalu lintas
orang  asing di Indonesia, Visa merupakan satu hal yang
penting karena pada dusarnya maksud dan tujuan pemberi-
an Visa adalah‘ untuk mengendalikan serta mengawasi la-
lu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah RI.

Visa yang diberikan berbentuk

a. cap yang diterakan pada Paspor atau Surat Perjalan-

an yang lain yang masih berlaku;

b. lembaran acau kartu biasa yang dilekatkan atau

dilampirkan pada Paspor; atau

kartu elektronik.

9]
.

( Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.17Z.
01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kun-

jungan, Visa Tinggal Terbatas, 1Izin Masuk, dan

Izin Keimigrasian ).

Pada pemberian Visa yang berwujud tanda bukti yang
diterakan / dicapkan pada salah satn halaman dalam Paspor

orang asing yang bersangkutan termuat keterangan me -

ngenai

a. Nomor Visa -
b. Nama pemegang Visa
c. lamanya diijinkan tinggal di Indonesia

d. maksud dan tujuan ke Indonesia



e.

tempat dan tanggal pemberian Visa

f. besarnya biaya permintaan Visa yang telah dibayar.

Visa itu sendiri dapat digolongkan kedalanl‘beberapa

jenis sesuai dengan kebutuhannya,*yang meliputi

I.

2.

Visa Diplomatik yang diberikan bagi mereka yang
tugasnya bersifat diplomatik;

Vis; Dina§ yang diberikan bagi mereka yang melak-
sanakan tugas resmi. dari Pemerintah Asing yang
bersangkutan étau diutus oleh. Organisasi ‘Inter-
nasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat
diplomatik |

Visa Singgah yang diberikan bagi mereka yéng ber -~
maksud singgah di wilayah Negara R!I untuk me-
neruskan perjalanan ke negara lain.'atau kembal i
ke negara asal; |

Visa Kunjungan yang diberikan bagi mere&é yang
bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tu-
gas pemerintahan, pariwiséta, _kegiatan .sosial
budaya dan usaha; B

Visa Tinggal Terbatas yang diberikan bagi.mereka
yang bermaksud untuk :

a. menanamkan modal

b. bekerja
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c. melaksanakan tugas sebagai Rokhaniwan

d. mengikuti pendidikan dan latihan atau melaku-

kan penelitian ilmiah;

€. menggabungkan diri dengan suami dan/atau orang

tua bagi 1istri dan/afau anak sah dari se -

orang WNI,

f. menggabungkan diri dengan suami dan/atau

orang tua bagi istri dan anak -

anak sah di-.

bawah umur dari orang asing yang dimaksud da-

lam huruf a s/d d. ( Pasal 1 PP
1994 tentang Visa, Izin Masuk,

imigrasian ).

No, 32 Tahun

dan Izin Ke-

Terhadap kewajiban memiliki Visa ini ada orang asing

dikecualikan, yaitu

8. warga negara dari negara - negara

rangka kunjungan wisata;

b. warga negara dari negdra - negara
Italia, USA, Turki dan lain - lain
kunjungan wisataj;

C. usahawan asing dalam rangka kunjungan

d. orang asing yang mempunyai ijin masuk

Asean dalam

P

lain seperti

dalam rangka

usaha;

kembali;

e. kapten, nahkoda, dan awak alat angkut yang berlabuh

di pelabuhan atau mendarat di bandara di wilayah

Indonesia; - ‘
W
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f. penumpang transit di pelabuhan atau bandara di

wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari

- tempat transit;

Lebih lanjut Pasal 24 ayat { 1 ) UU Keimigrasian

menyatakan

" Setiap orang asing yang berada dij

wilayah Indonesia wajib memiliki
izin keimigrasian "

Ijin keimigrasian ini merupakan bukti keberadaan
yang sah bagi setiap orang asing yang berada di wilayah
fndonesia, Yang terdiri dari

a. Izin Singgah -

b. Izin Kunjungan

¢. Izin Tingga! Terbatas

d. Izin Tinggal Tetap.

Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah In-
donesia perlu diketahui dengan }elas jumlah dan jenis
kegiatan yéng dilakukannya,‘ Oleh karena i{tu mengenai

keberadaan dan kegiatan ‘orang asing perlu diadakan pen-

daftaran.
Dalam hal ini yang wajib mendaftarkan diri di Kaﬁtor
Imigrasi setempat adalah orang asing pemegang

1. Izin Kuhjungan yang berada di wilayah Indonesia



lebih dari 90 { sembilan puluh ) hari;

2. Izin Tingga! Terbatas; dan

3. Izin Tinggal Tetap.
( Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman
RI No. M.04.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pen -

daftaran Orang Asing ).

Adapun yang dimaksud  dengan Pendaftaran Orang
Asing adalah kegiatan mengenai pencatatan keberadaan
dan kegiatan.orang asing di wilayah Indonesia,

Setelah mendaftarkan diri orang asing térsebut
akan diberi“ tanda bvrkti berupa Buku Pengawasan Orang
Asing ( Buku POA, ‘'yaitu bagi orang asing pemegang Izin
Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap ), sedangkan
orang asing pemegang IzinlI(unjungan diberi Surat Bukti
Pendaftaran Orang Asing. Kedua macam bukti iniv wajib
dikembalikan apabila orang‘ asing tersebut meninggalkan
wilayah Indonesia dan .tidak akan masuk kembali ke In-
donesia;

Selanjutnya mengenai. pengawasan ini Pasal 33‘ ayat

( 1) UU Keimigrasian menentukan

" Pengawasan terhadap orang asing di
Irdonesia meliputi
a. masuk dan keluarnya orang asing
ke dan dari wilayah Indonesia.
- b. keberadaan serta . kegiatan orang -
asing di wilayah Indonesia. " !

i




Membaca apa yang tercantum dalam Pasa] 38'ayat.(1)
tersebut, berarti pengawasan terhadap orang asing di -
Iakukan‘ sejak’ saat mereka masuk ke w&layah Indonesia,
selama berada di Indonesia termasuk kegiatan - kegiataﬁ—
nya, sampai mereka keluar dari wilayah Indonesia,

Pehgawasan terha&ap orang asing tersebut diperlu-
kan dalam rangka mewujudkan prinsip "selective policy“,
dan dalam rangka pengawasan ini, maka Pemerintah me -
nyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada .dan
melakukan kegiatan di wilayah Indonesia sebagaimana telah
diuraikan dimukaﬂ

Pasal 41 UU Keimigrasian menyatakan

" Pelaksanaan pengawasan terhadap o -

rang asing yang berada dj wilayah
Indonesia dilakukan Menteri dengan
koordinasi bersama Badan atau Ins -
tansi Pemerintah yang terkait "

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1894 tentang

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang

dimaksud dengan

" Menteri adalah Menteri yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya melipu-
ti bidang keimigrasian "
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Menunjuk pada pasal diatas, maka Menteri yvang di-
maksud adalah Menteri Kehakiman yang menurut Pasal 2 Ppp
No. 31 Tahun 1994 tersebut :

" Menteri mempunyai wewenang dan tang
gung jawab :

a. melakukan pengawasan terhadap o¢-
rang asing yang masuk dan keluar,
keberadaan serta kegiatannya dj
wilayah Negara Republik Indone -
sia;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tu
gas Badan atau Instansi Pemerin-
tah yang terkait dalam pengawas-
an orang asing "

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan dan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas dilakukan oleh
Direktorat jendral Imigrasi‘ beserta jajarannya, yang
méfjputi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman vang Dber-
ada di tingkat Propinsi dan Kantor Imigrasi di tingkat
Kébupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I,

 Dalam menjalankan tugasnya Pejabat imigrasi me -
lakukan pengawasan terhadap orang asing di Tempat Pe -
ﬁeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman, maupun Direktorat Jendral imigrasi
dehgan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerin-
tah'yang terkait, antara Iain_w Departemen Luar Negeri,
Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, BAKIN, Ke -

polisian Negara berdasarkas UU Keimigrasian beseﬁta pe-

4
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raturan pelaksanaannya, yaitu

I. PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tatacara Pencegahan
dan Penangkalan;

2. PP No. 3{ Tahun 1994 tentang Pengawasén Orang
Asing dan Tindakan Keimigrasian;

3. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk
dan Izin Keimigrasian;

4. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan.

Yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigraéi
adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat - tempat
lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tem-
Pat masuk atau keluar wilayah Indonesia, seperti per -
batasan darat antara Republik Indonesia dan  Serawak
( Malaysia ) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Ppbpinsi
Kalimantan Barat. |

Berdasarkan Pasal 2 ayat { 2 ) Keputusan Menteri
Kehakiman No. IW.OZ-PW.OQ.OZ Tahun 1995 tentang Tatacara
bengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan tindak-
an keimigrasian, bentuk péngawasan terhadap orangk_ésing

terdiri dari
a. Pengawasan administratif
Yang dimaksud dengan pengawasan édhihisr -
tratif - adalah pengaﬁasan yang dilaliukan tmelalui

¥ 'h
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penelitian surat - surat atau dokumen, berupa
pencatatan, pengumpulan, pengolahan dafa, dan
peqyajian‘. maupun penyebaran informasi - secara
manual dan elektronik, tentang lalu lintas; ke-

beradaan, dan kegiatan orang asing.

Pengawasan administratif ini dilakukan: me -
lalui pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan
terhadap surat - surat atau dokumen orang asing.

Pengawasan administratif dilakukan, baik pada
waktu yang bersangkutan memohon Visa .di 'KBRI
yang ada di luar negeri maupun padé waktu mereka
masuk pertama kali di Indonesia dan seteiah'ber-
ada di dalam wilayah Negara RI, yang dapat di-

rinci sebagai berikut

1), meiakukan-penelitian, pemeriksaan setiap sum-
ber data ataupun laporan masyarakat tentang
keberadaan dan kegiatan orang asing.

2). dalam hal! permintaan perpanjangan ijin ke-
imigrasian, .terlebih dahulu diadakan pene-
litian dan penéecekan terhadap sponsor. '

3). setiap pemberian atau penolakan perpanjangan
ijin keimigrasian diberitahukan kepada‘ Ke-
pala' Kantor 1Imigrasi yang memberfﬁén pe -

layanan keimigrasian sebelumnya,
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4). setiap pemberian perpanjangan ijin keimigrasian
dibuatkan kartu pengawasan.

5). menyampaikan surat 'pemberitahuan‘ kepada
Sponsor orang asing apabila ijin keimigrasi-

annya akan berakhir.

Pengawasan secara admindtratif ini  juga di-
lakukan untuk mengetahui apakah orang asing ter-
sebut memakai paspor asli atau palsu, juga un-
tuk mengetahui apakah orang asing tersebut ma-

suk secara sah atau tidak ke dalam wilayah RI;

Pengawasan lapangan

Yang dimaksud dengan pengawasan- lapangan
adalah pengawasan berupa pemantauan, patroli,
razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan,

pencarian orang dan alat bukti yang berhubung-
an dengan tindak pidana keimigrasian, |
Sedangkan yang dimaksud ‘dengan pemahtauan
adalah kegiatan vang dilakukan untuk mehgetahui
secara dini setiép peristiwa yang: diduga

mengandung unsur pelanggaran keimigrasian dan

pPeératuran perundang - undangan lainnya,
Pengawasan di lapangan ini dilakukan de -
1 I

ngan cara



a).

b).
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pemantauan keimigrasian ~yang dapat digolong-

kan :

1. kegiatan rutin, yaifu berupa upaya ‘untuk
memperoleh data / keterangan tentang ada-
nya pelanggaran keimigrasian dij ‘lapang-
an,- yang dilaksanakan oleh petugas de-
ngan surat perintah,

2. kegiatan insidental, berupa operasi sebagai;
upaya untuk memperoleh data / keterangan
tentang adanya peianggaran keimigrasian
di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi
dengan daerah operasi, waktu operasi serta
adanya dukungan dana.

pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari

hasil pemantauan yang akan digunakan sebagai

‘bahan . pertimbangan., dalam rangka tindakan

keimigrasian dan atau penyidikan dalam rang-
ka proses yustisial.

Pengawasan di lapangan fersebut dilakukan

dengan metode

a). Wawancara

e

- secara tidak resmi dilakukan dalam rangka
pemantauan, dan dalam hal ini petugas tidak

'
!
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tidak menunjukkan identitas yang sebenarnya,
- 8ecara resmi dilakukan dalam rangka peme-
riksaan dengan ‘menunjukkan identitas yang
sebenarnya.
b). Pengamatan
- pengamatan sasaran menetap
- pengamatan sasaran bergerak.
Kedua cara ini dilakukan dengan alat.bantu,
seperti kamefa, teropong dil,
c). Pelacakan
Pelacakan berupa kegiatan mengamati dan
mengikuti ﬁrang asing dimanapun berada untuk
mengetahui apa yang ‘dilakukannya, yang dapat
dilakukan dengan bantuan peralatan tekno -
logi.
d). Pembuntutan
Yai;u pengamatan éécara sistematis ter-
hadap orang, értinya pelaksanaannya disesuai-

kan dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan,

e). Penyusupan
Penyusupan dilakukan untuk kepeﬁlgan pe-
mantauan yang tidak mungkin didapatkan dengan

cara - cara wawancara, pengamatan,  pelacakan,
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dan pembuntutan, sehingga perlu , dilakukan

penyusupan kedalam sasaran.

Sebagaimana_ dikemukaksan diatas, dalam melaksanakan
tugasnya Menteri Kehakiman dibantu Instansi Pemerintah
yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan oréhg asing.
Hal ini dimungkinkan karena memang masalah pénanganan
orang asing sifatnya kompleks, sehingga membutuhkan suatu
kerjasama dari berbagai departemen maupun insténsi yang
secara keseluruhan berada dibawah koordinasi Menteri
Kehakiman.

Masalah pengawasan orang asing di Indonesia dengan
sendirinya berkaitan dgngan masaiah keamanan  umum dan
ketentraman masyarakat, dan dalam hal inj uparat Per -
tahanan Keamanan yang terkait dengan tugas pengawassan
agdalah Kepolisian Negara_RI, sesuai dengan Pasal 2 ayat
( 1 ) huruf a UU No.‘l3 fahun 1961 tentang Ketentuan -
Ketentuan Pokok Kepolisian Negafa, sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan ketentuan - ke -
tentuan dalam Pasal !, maka Kepoli-
sian Negara mempunyai tugas

{ 1) a. Memel!ihara ketertiban dan
- menjamin keamanan umum., "

-

Keikutsertaan Kepolisian Negara RI dalam - tugas pe-

ngawasan orang asing ini sesuai dengan Penjelasan Pasal
‘ |
1
H
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41 UU No. 9 Tahun }992 tentang Keimigrasian dan sebagai
salah satu instansi terkait di dalam pelaksanaan pe -
ngawasan orang asing di Iﬁdpnesia,' di tingkat wilayah
pelaksanaan pengawasannya diﬁ%ngani oleh Kepolisian Da-
erah yang melaksanakan tugas %dan wewenang sebagai .ber-

ikut ;

I. Periindungan
a. memberikan perlindgngan terhadap jiwa, harta,
dan kehormatan ‘sérta kegiatan orang asing
dari setiap ancaﬁan dan gangguan dari pihak
lain.

b. mencegah kemungkinén tindak kriminalitas ter-

hadap orang asing. _.
¢c. bila terjaai pelangéaran / kejahatan yang dif

lakukan, baik oleh atau terhadap orang asing,

melakukan penyidikan,

2. Pelayanan
a. pelayanan administrasi N
I. pembuatan Surat Keterangan Lapor Dir; {SKLD)
bagi
- orang asing berdiam sementara (‘pehegang
KITAS ) oleh Bag. POA Dit. [PP Polda.

- o}ang asing“penduduk tetap { .pemegang

KITAP ) oleh Polres/Polresta/Poltabes.
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2. pembuatan Surat Tanda Melapor { STM ) bagi

setiap orang yang memberikan

menginap pada oraﬁg asing,
Polres/ta, Poltabes, Polda.
3. pelaporan tamu asing Hotel

Polres/ta, Poltabes,

4. mutasi orang asing pindah

Poltabecs,

3. Pengamanan dan penindakan

a.

b.

Tugas

pengamanan terhadap keluarganya

mengamankan barang bawaannya"

« pengamanan personil

oleh

oleh

oleh

kesempatan

Polsek/ta,

Polsek/ta,

Polres/ta,

menyidik bila ditemukan pelanggaran / kejahatan,

baik yang dilakukan oleh atau

asing.

terhadap orang

dan wewenang Polda tersebut diatas

kan dengan cara

dilaksana-

a. secara langsung, yaitu petugas mengawasi sasaran

orang asing secara langsung atau dengan alat

bantu, dengan melihat, mengamati dan mengikuti

gerak - gerik orang:asing yang dicurigai,

b. secara administratif

1. pembuatan SKLD / perpanjangan tiap tahun

2.

pelaporan tamu asiﬁg Hotel

ans. .

[
|
}
¥
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3. pelaporan bagi orang yang memberikan kesempatan
menginap pada orang asing ( STM ).

4. pelaporan bila terjadi muitasi orang asing

Tugas dan wewenang Polda dalam pengamanan, pengawas-
an, perlindungan dan penindakan terhadap orang asing
tersebut diatas dilakukan terhadap orang asing yang me-
liputi kegiatan

- tamu negara ( VIP )

- Corps Diplomatic / Konsuler

- wisatawan

- tenaga kerja / ahli asing

penduduk asing pemegang Visa / tanpa Visa, baik

legal, 1illegal maupun yang tanpa kewargalnegara-
an sesuai ketentuan peraturan perundang - un -

dangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas .dan wewenangnya tersebut

Poldé menghadapi hambatan, yaitu

1. kurangnya penguasaan petugas terhadap peraturan
perundang - uhdahgan yang berkaitan dengan orang
asing.

2. kurangnya penguasaan-petugas terhadap bahasa asing,

[UPT-PUSTAL-ThDIP\
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Hambatan tersebut dapat terjadi, oleh karena orang
asing yang masuk ke Indonesia be;asal dari be;macam -
macam negara dengan bahasa yang berbeda - beda. Namun
demikian hambatan ini dapat diatasi dengan jalan koor-
djnasi bersama instansi terkait ataupun dengan bantuan
sponsor, vyaitu orang/perusahaan/badan/instansi Pemerintah
yang mendatangkan orang asing tersebut.

Hambatan léin yang dihadapi oleh Polida adalah SU~
Iitnya melacak kasus kejahatan bilamana tersangkanya
{ orang asing ) telah lari ke luar negeri, karena di -
sini diperlukan kerjasama dengan Kepolisian Internasio-
nal ( Interpol }. -

Dalam rangka bengawasan orang asing ini, Menteri
Kehakiman ﬁembentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing,
baik di tingakt Pusat, tingkat Propinsi Daerah Tingkat
I, dan wilayah/daerah yang terdapat Kantor Imigrasi,
yang anggotanya terdiri dari wakil dafi Badan atau Instangi
Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan
orang asing. |

Untuk tingkat Prqpinsi Daerah Tingkat I, hseperti
Jawa Tengah misalnya, Tim Koordinasi Pengawasan Crang
Asing !ini. terdiri dari antara lain : Ditsosppl Pemda

Tingkat I, Kejati, Kanwi) Depﬁaker, Kodam dan Polda.
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Tim Koordinési Pengawasan Orang Asing mempunya i
tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Badan atau Instansi terkait, vyaitu mengenai hal - hal
yang berkaitan deﬁgan pengawasan orang asing[

Untuk lebih memantapkan mekanisme koordinasi dan
mekanisme operasi antara Badan atau Instansi terkait
tersebut, masing - masing badan atau instansi akan tetap
menjalankan tugasnya sesuai déngan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sedangkan koordinasi diantara
badan atau instansi tersebut dimaksudkan untuk lebih
memaksimalkgn upaya pengawasan terhadap orang asing.

Hasil dari pengawasan yahg dilakukan oleh Tim Koor-
dinasi PengéWasan Orang Asing kemudian disampaikan ke-

pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk ditindak

lanjuti sesuai dengan proporsi permasalahan 'yahg ter -
jadi, artinya hal - hal yang bersifat non hukum akan
ditindak lanjuti sesuéi dengan prosedur keimigrasian,
sedangkan hal - hal ‘yang be;sifat melanggar hukum akan

disampaikan ke instansi yang berwenang untuk diselesaj-

kan secara hukum,

Selanjutnya sete!ah‘ yang bersangkutan dikenakan

tindakan hukum akan disusul dengan pengenaan .tindakan

keimigrasian oleh aparat Imigrasi, .yang berupa

i . ok
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a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin ke-
| beradaan; l
b. larangan untuk berada di suétu atau beberapa tem-
pat tertentu di wilayah Indonesia;
¢. keharusan untuk‘ bertempat tinggal_ di s;atu tem-
pat tertentu di wilayah Indonesia;
d. pengusiran atau deportasi dari -wilayaﬁ. Indo -
nesia atau penolakan masuk ke Wilayah Indone -

sjia.

( Pasal 42 ayat (2) UU No. ¢ Tahun 1992 )

Dalam rangka menjalankén tugasnya, Tim Xoordinasi
Pengawasan Orang Asing ini mengadakan pertemuan hanya
apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan orang
asing, yaitu dengan mengundang anggota Tim untuk rﬁenye—

lesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.
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